
1. Pasal 18 ayar (6) Undang-Undang Dnsnr Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 1999 teruang Bank 
Indonesia (Lembaran Negam Rcpublik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 66, Tumbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah 
bebcrapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraruran Pcmerintnh 
Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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bahwa un tuk meluksanakan kctcnruan Pa5al 44 ayar (I) 

Peraruran Menteri Dalam Ncgcri Nomor 79 1'ahun 2022 

tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit 
Pernerintah Dnerah Dalam Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan 
Peraturan Bupali tentang Tata Cara Pcnggunaan Dan 

Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Kabupaten Klaren; 
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Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4962); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tabun 2008 tentang 
Kementerian Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
4. Undang-Undang t\omor 23 Tabun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubbl< 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lemberan Negara Repubbl< Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana tclah diubab beberapa kali tcrakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang 
Penetapan Pcraturao Pemerintah Pengganti Undaog­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lemberan Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndoncsia Nomor 6856); 
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 rentang 

Administrasi Pemenntahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dcngan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penctapan Peraruran Pemerinrah Pengganti Undaog­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipla Kcrja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 J, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemcrintah Pusat dan 
Pemcrinta.han Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 
Provinsi .Jawa Tengah [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 
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8. Pcraturan Pcmerintah Nomor 18 Tabun '.2016 tenrang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5887) 

sebagairnana telah diubah dcngan Pcrawran 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 teneang Perubahan 

Atas Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 
rentang Perangkat Dacrah (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tabun 2022 
lentang Pctunjuk Tcknis Penggunaan Kartu Kredit 
Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 
I J. Peraturan Bank Indonesia Nomor 

23/6/PBl/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 147, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6692); 
12. Pera tu ran Dae rah Kabupacen Klaten Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembeotukan dan Susunan Pemngkat 
Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah 

Kabupacen Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraruran Dacrah. 
Kabupaten Klatcn Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klatcn 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentul<an dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupatcn Klatcn 

(Lembaran Daerah Kabupatcn Klaten Tahun 2021 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten 
Klaren Nomor 218); 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I. Daemh adalah Kabupaten Klaten. 
2. Pemerintab Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pcmeriatahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Klatcn. 

4. Anggaran Pcadapatan dan Belanja Daerah yang 
sclanjutaya dismgkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Dae rah. 

5. Kartu Kredit adalah Kartu Kredit sebagaimana diarur 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Bank 
Indonesia di bidang sistem pembayaran. 

6. Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjumya 
disingkat KKPD ada!ah Karru Kredit yang dapat 
digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja 
yang dibebankan pada APBD, seteiab kewajiban 

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN 

DAN PENYELE:-IGGARAAN KARTU KREDIT PEMER!NTAH 

DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANOOAR.AN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH. 

MEMUTUSKAN: 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 

2022 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lc:mbaran 

Oaerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3); 

14. Peraruran Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 tenmng 

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, 
Pendaparon dan Aser Daerah Kabupaten Klatcn (Bcrita 
Daerah Kabupaten Klaren Tahun 2021 Nomor 72); 
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penetapan pengguna anggaran. 
8. Administrator KKPD adalah pejabat dan/acau pegawai di 

lingkungan satuan kerja perangkat daerab yang berstatus 
sebegat pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan 
Bupati melaksanakan administrasi penggunaan KKPD. 

9. Pclaksana Kuasa Pengguna KKPD adalah pejabat 
dan/ a tau pegawai negeri sipil daerah yang diberikan 
kuasa oleh Pemegang KKPO sebagai pcngguna KKPD. 

I 0. saruao Kerja Pcrangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah unsur perangsat daerah pada 
Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan 
Pemerintahan Daerah, 

11. Saluan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur 
penunjang Urusan Pemerinca.han pada Pemerintah 
Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Kcuangan 
Daerah. 

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
pejabat pemegang kcwenangan penggunaan anggaran 

unruk mclaksanakan rugas dan fungsi SKPD yang 

clipimpinnya. 
13. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejaba, 

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewcnangan PA dalam melaksanakan sebagien tugas dan 
fungsi SKPD. 

14. Pejabat Pcngclola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Dacrah yang mempunyai tugas metaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 
umum daerah. 

kewajiban pembayaran pada waktu yang 
dengan pelunasan pembayaran secara 

pelunasan 
disepakati 

sckaligus. 
7. Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang 

berstarus pegawai negeri sipil daerah untuk melakukan 
transaksi pernbayaran dengan KKPD berdasarkan 

pembayaran perncgang Kartu dipcnuhi olch bank penerbit 

Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu 
yang disepakati dan SKPD berkewajiban melakukan 
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15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 
sebagai BUD. 

16. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanaken tugas BUD. 

17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah 

pejabat yang metaksanakan fungsi tata usaha keuangan 
pada SKPD. 

18. Pcjabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 
disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang 
melaksanakan I (saru] atau beberapa Kegiatan dari suatu 
Program sesuai dengan bidang tugasnya. 

19. Beadahara Pengeluaran yang selanjutnya di singkat BP 
adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan, dan mernpertanggung­ 
jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 

rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 
20. Beadahara Pengeluaran Pernbantu yang selaniutnya 

disingkat BPP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 

dacrah dalarn rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD. 
2 L. Bank penerbit KKPD adalah Bank yang memfasilitasi 

penerbitan Alat Pembayaran bcrupa Kartu Kredit, yang 

dapat dilakukan sendiri atau melalui kerjasama dengan 
bank lain (bank penerbit yang dipilih oleh Pemerintah 
Dacrah untuk menerbitkan KKPDJ. 

22. Daftar Pernbayaran Ta.gihan KKPD yang selanjutnya 
disingkat DPT KKPD adalah daitar hasil verifikasi PA yang 
memuat informasi nama pemegang kartu, nomor kartu, 

jenis belanja barang, rician pengeluaran, pernbebanan 
anggaran, dan jumlah tag[han yang harus dibayar kepada 
bank penerbit KKPD. 

23. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah 
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan 
kepada bendahara pengeluaran untuk mernbiayai 
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untuk membiayai pengetuaran yang menurut sifat dan 
tujuannya udak mungkin dilakukan melalui mekanisme 

pembayaran langsung. 

24. UP Tonai adalah UP yang diberikan dalatn bentuk uang 
tunai kepada BP melalui transfer RKUD ke rekening DP. 

25. UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk 
batasan belanja (limit) kredit kepada BP atau BPP yang 
penggunaannya dilakukan dengan KKPD. 

26. Surat Permintaan Pcmbayaran Uang Persediaan yang 
selanjutnya di singkat SPP-UP adalah dokumen yang 

digunakan untuk mengajukao permintaan pembayaran 
UP. 

27. Surat Perintah Mcmbayar Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM UP adalah dokumen yang 

digunakan untuk menerbitkan surat perintah pencairan 
dana atas bcban pengeluaran DPA SKPD yang 
dipergunakan sebagai UP untuk mendanai sub kegiatan, 

28. Surat Perintah Membayar Ganl.i Uang Perscdiaan yang 

selanjutnya disingkat SPM GU adalah dokumcn yang 
digu.nakan untuk penerbiran surat perintah pencairan 
dana atas beban pengeluaran OPA SKPD yang dananya 
dipergunakan untuk meogganti UP yang Lelah 

dibelanjakan. 
29. Surat Perintah Pencairan Dana Uang Peraediaan yang 

selanjutnya disingkat SP20 adalah dokumen yang 
digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 

oleh BUD berdasarkan SPM. 

30. Surat Referensi adalah dokumcn yang diterbltkan oleh PA 
yang ditujukan kepada Bank penerbit KKPD untuk 

menerhitkan KKPD. 
3 J. Person.al Identification Numl>er yang sclanjutnya disingkat 

PIN adalah nomor idenrifikasl pribadi bagi Pemegang 
KKPD yang menggunakan Kartu Krcdit, yang merupakan 
suaru kcrnbinasi angka-angka yang dibuat oleh komputer 
sebagai kode sandi khueus untuk kearnanan dan 
kernudahan Pemegang KKPD daJam melakukan transaksi. 

kerja perangkar 

daerah dan/ atau 
Kegiatan operasional pada saruan 
daerah/ uniL saruan kerja perangkat 
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BAB LI 

PENOOUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH 

Pa.$al 2 
(l) KKPD digunakan uou.tl< penyelesaiao tagihan kepada 

Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja 

baran.g dan jasa serta belanja modal m.elaJui mekanisme 

UP. 
(2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 

dilakukan dengan memperhatikan: 
a. kemudahan penggunaao atau fleksibilitas kartu 

dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas; 
b. rransekst dapat dilakukan di seluruh penycdia 

barang/jasa yang menerima pembayaran secara 
clekcronik melalui mesin electronic data capture atau 

media dalam jaringan; 

32. Nota Pencairan Dana KKPD yang selanjutnya disingkat 
dengan NPO KKPD adalab surat persetujuan PA/KPA 

untuk pembayaran belanja mcnggunakan UP KKPD yang 
diajukan oleh PPI'K. 

33. Pembelian secara ElekLrOnak yang selanjutnya disebut E· 
purchasi ng adalab tata ca ra pembelian barang/ jasa 
mclalui sistern kamlog elektronik atau toko daring. 

34. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko 
Daring adalah sistern informasi yang memfasUitasi 
Pcngadaan Barang/Jasa melalui penyelcnggaraan 
pcrdagangan melalui sistcrn elcktronik dan rite! daring. 

35. Katalog Elektronik adalah sistcm informasi elektronik 
yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi 
teknis, Tingkat Komponcn Dalam Negeri, produk dalam 
negeri, produk Standar Nasional Indonesia, produk 

industri hijau, negara asal, harga, Pcnyedia, dan inlormasi 
lainnya terkait barang/jasa. 

36. Pengadaan Langsung Sccara Elektronik yang sclanjutya 

disingkat PLSE adalah peogadaan langsung yang 

dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara 

Elektronik. 

. 8. 
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Bagia n Kesatu 
Pejabat Pengclola Keuangan Daerah 

Pasal 3 
Dalam penggunaan UP KKPD, PPKD selaku BUD mcmpunyai 

tugas dan wewenang: 
a. menunjuk I (satu) bank penerbit KKPD; 
b. melakukan pembahasan rancangan/draf't perjanjian kerja 

sarna Pemerintah Daerah dengan pejabat bank penerbit 

KKPD; 
c. menandatangani perjanjian kerja sama dengan pejabat 

bank penerbit KKPD; 
d. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk 

menerapkan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD 

berdasarkan usulan PA; 

e. mcnya.mpaikan surat permohonao penerbitan KKPD 
kepada bank pencrbit KKPD; 

[. menerbitkan surar perjanjian penggunaan KKPD dengan 

Pemegang KKPD; 
g. menyerahkan KKPD kepada Pemegang KKPD disertai 

berita a.cara serah terima KKPD dan surat pc:rjanjian 

penggunaan KKPD; 
h. menandatangani bcrita acara serah terima KKPD dan 

surat perjanjian penggunaan KKPD setelah terlebih 
dahulu dilakuka.n penandatanganan oleh Pemegang KKPD; 

i. memberikan persetujuan atas permintaan kenai.kan limit 

belanja KKPD dari Pemegang KKPD; 

BAB Ill 

PENOELOLA KARTU KREDIT PEM!i:RJNTAH DAERAH 

c, keamanan cla.Jam bertransaksi dan menghlndari 

terjadinya penyimpangan atau Jroud; 
d. efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur 

atau idle cash; 
e, efisiensi biaya adminietrasl transaksi pemerintah 

daerah dari penggunaan UP; dan 
f. akuntabilitas pernbayaran ragihan daerah dan 

pernbebanan biaya peaggunaan UP KJ<PD. 
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Bagian Kedua 

Kuasa BUD 
Pasal 4 

Dalam pcnggunaan UP KKPD, Kuasa BUD mernpunyai tugas 
dan wewenang: 

permohonan perubahan proporsi besaran UP KKPD; 
m. mernberikan persetujuan scbagian atau seluruhnya 

pcrmohonan dispensasi perubahan besaran UP; 
n. menyusun rekapitulasi laporan basil monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPDt 
o. memberikan rekomendasi kcpada Bupati untuk 

memberikan surat tcguran dan/atau pemotongan besaran 
UP KKPD; 

p. rnenerbitkan surar penarikan KKPD; 
q. menyampaikan surai penarikan KKPD kepada bank 

penerbit KKPD dengan \embusan kepada Pemegang KKPD; 
r. melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban 

pembayaran tagihan KKPD agar tidak rnelewati batas 
waktu/jatuh tempo pcmbayaran; 

s. rnenetapken standar operasional prosedur terkait norma 
waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan 
pertanggungjawaban KKPD dengan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

t.. roelakukaa monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja 
sama, surat persecujuan/perubahan persetujuan besaran 
UP KKPD, status KKPD, jurnlah dan total limit KKPD yang 
disetujui oleh bank pencrbit KKPD, ringkasan belanja dan 

pernbayaran, serta hambalan dan kendala.; dan 
u. menyusun dan menyampalkan laporan hasil monitoring 

dan evaluasi pelaksa.naan pembayaran dengan KKPD 
secara rriwulanan kepeda Bupati. 

ataa Bupati I. memberikan rekomendasi kepada 

J· melakukan penarikan KKPD karena penyalahgunaan atau 
keadaan tertenru: 

k. menerbitkan surai peringatan kepada Pemegang KKPD 
dalam hal terjadi penyalahgunaan KKPD; 
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wewenang: 

Bagian Ketiga 
PA 

Pasal 5 

Dalam penggunaan UP KKPD, PA mempunyai tugas dan 

a mcnyiapkan surat perjanjian pcnggunaan KKPD dengan 
Pemegang KKPD; 

b. melakukan penelirian besaran/ proporsi UP KKPD; 
c. menyiapkan surat pcrserujuan besaran UP KKPD SKPD; 
d. metakukan pencatatan pagu jenis belanja yang bisa 

dibayarkan melalui UP, pagu jenis bclanja yang bisa 
dibayarkan melalui UP KKPO, dan besaran/perubahan 
be saran/ perubahan proporsi UP KKPD kc dalam kanu 
pengawasan UP KKPO; 

e. melakukan verifikasi aras SPM GU KKPD yang diajukan 
oleh PA; 

L mengembalikan SPM GU KKPD kepada PA dalam hal SPM 
OU KKPD tidak memenuhi persyarntan; 

g. menerbitkan SP20 GU KKPD; 
h. melakukan koordinasi dengan SKPD, terkait perc:epatan 

penyelesaian tagihan Kh.l'D yang belum dibayarkan; 
,. melakukan evaluasi pembayaran dan pcnggunaan KKPD 

oleh PA/ KPA; 
J, rnenyusun rekapirulasi laporan basil monitoring dan 

cvaluasi pelaksanaan pcmbayaran menggunakan KKPD; 
k. memim:a SKPD untuk melalrukan percepatan 

penyampaian laporan dalam ha! BUD bclum menerima 
laporan basil monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
pembayaran dengan KKPD ungkat SKPD; 

I. menyiapkan dan menyampai.kan rckapitulasi laporan 
basil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran 
dengan KKPD kepada PPKO selaku BUD; 

m. menyiapkan surat teguran dan/atau pemotcngan besaran 
UP KKPO; 

n. menyiapkan perubahan surat perserujuan besaran UP 
KKPD SKPD dalam ha! dilakukan pemowngan besaran UP 
KKPD; dan 

o. menyampaikan pcrubahan surat perserujuan besaran UP 
KKPD SKPD kepada PA dan bank penerbit KKPD dengan 
ditembuskan ke PPKD setaku BUD. 
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pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD; 
J. menotak bukti-bukti pengeluaran alas tagihaa yang 

dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti 
pcngeluaran yang tida.k memenubi ketentuan: 

bukti-bukti sebagian/ seluruhnya 1. mengesahkan 

a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat 

pernyataan UP; 
b. rnenyarnpaikan usulan daftar Pemegang KKPD dan 

Administrator KKPD kcpada Bupati melalui PPKD selaku 

BUD; 
c. menerb.itkan surat pernyataan UP unruk diajuks,n pada 

saat penyampaiaa SPM UP Tunai kc Kuasa BUD; 
d. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP 

KKPD kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD; 
e. menugaskan Sekretaris SKPD untuk mengoordinasikan 

pengclolaan KKPD; 
f. pada SKPD yang sccara struktural tidak terdapat 

Sekretaris maka tugas koordinasi pengelolaan KKPD 

dilakukan oleh PPK-SKPD; 
g. melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban 

pembayaran lai;ihan KKPD agar tidak metewati batas 

jatuh tempo pcmbayaran: 
h. melakukan pengujian terhadap; 

l. kcbenaran data pihak yang berhak mcnerima 

pcrnbayaran atas beban APBD; 
2. kebenaran materiil daa perhitungan bukti-bukti 

pengeluaran; 
3. kebcnaran perhitungan Tagihan (e-billing)/Daftar 

Tagihan Scmentara; 
4. kesesuaian pcrhitungan antara bukti pengeluaran 

dengan Tagihan (e-!>iUing)/Dnftar Tagihan Sernentara; 
5. kescsuaian jenis bclaoja yang dapaL dibayarkan 

dengan KKPD; dan 
6. kesesuaian spesifikasi tcknis dan volume barang/jasa 

dalam perjanjianj' kontrak, dokumen serah terima 
barang/jasa, dan barangjjasa yang diserahkan oleh 

penyedia barnng/jasa. 
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Bagian Keempar 

KPA 
Pasal 6 

Dalam penggunnnn UP KKPD, KPA mempunyai rugas dan 
wcwenang: 
a. mengajukan surat permohonan perubahan beaaran UP 

KKPO kcpada PA: 
b. untuk Sekretariat Daerah koordinasi pcngclolaan KKPD 

dilakukan oleh mnslng-maslng kepala baglan; 
c. rnelakukan pengujian tcrhadap: 

I. kebenaran data pihak yang berhak menerima 
pernbayaran ates bebon APBO, 

2. kebenoron materiil dan perhirungan bukti-bukti 
pengeluaran: 

J. kebenarun perhuungan Tng1han (e-b1lling)/Daflar 
Togihon Semen to ra: 

4. kesesuaian perhuungan anturu buku pengeluaran 
dcngnn Togih,in (<'·billing!/ Oaf tar Tngihan Semen taro; 

5 kesesuainn jcnis bclanja yang dapat dibayarkan 
dengan KKPO; don 

k. menerbitkan DPT' KKPD atas bukti-bukti pengeluaran 
yang memenuhi ketentuan; 

L menyampaikan surat pembcritahuan penolakan kcpada 

pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukn-bukti 

pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan: 
rn. menerbitkan NPD KKPD; 
n. menerbitkan SPM-GU KKPO dan menyampaikan kepada 

Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-CU KKPD: 

o. melakukan veriflkasi atas indikasi penyalahgunaan KKPO; 
p, memilih merchant trunsaksi pcrdagangan melalui sistem 

elektronik (e-commerce) yang menyediakan fasilitas 
kearnanan untuk transaksi secara daring; clan 

q. dapat menyampaikan pengaduan secarn lisan dan/atau 
tenulis kepada Bank Penerbit KKPO yang menjadi rnitra 
kerjanya terkait permasalahan dalrun mcnggunakan KKPO. 
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.y 

mcnggunakan KKPD; 
c. membuat daftar nominati! belanja menggunal<an 

KKPD; dan 
cL menyampaikau daftar nominati! belanja menggunakan 

KKPD dilampiri dokumen bclanja kcpada PA/KPA 
mclalui PPK-SKPD/PPK-Urut SKPD. 

(2) Dalam mclaksanakan rugas penggunaan KKPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, PP11( 
bertanggung jaweb kepada pemegang KKPO. 

beban pengeluaran 
kegiatan yang 

anggaran atas 
kegiatan/sub 

pelaksanaan 
pelak,;anaan 

Bagian Kelima 

PPTK 
Pasal 1 

(I) Dalam penggunaan UP KKPD, PPTK mempunyai rugas 
dan wewenang: 
a. menerima kuasa pengguaaan KKPD dari PA/KPA 

selaku Pemegang KKPD untuk melakukan belanja 

menggunakan KKPD; 
b. mengumpulkaa dokumen belaaja dalam rangka 

6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa 
daJam perjanjian/kon<rak, dokumen serah terima 
barang/jasa, clan barang/jasa yang diserahkan oleh 

penycdia barangfjasa. 
d. mengesahkan sebagian/scluruhnya bukti-bukti 

pengeluaran alas tagihan yang dibayarkan dengan KKPO; 
e. menolak bukti-buku pengeluaran atas tagihan yang 

dibayarkan dengan KKPD dalarn haJ terdapat bukti-bukti 
pengeluaran yang tidal< memenuhi kctentuan; 

f. menerbitkan DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran 

yang memenuhi ketenruan; 
g. menyarnpaikan surat pemberitahuan penolakan kepada 

Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti 
pengeluaran yang tidak memenuhi kerentuan; dan 

h. mcncrbitkan NPD KKPD dan menyampaikan kepada BPP. 
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Bagian Keenam 

PPK-SKPD/ PPK-Unit SKPD 
Pasal8 

(l) Dalarn penggunaan UP KKPD, PPK SKPD mcmpunyai 

tugas dan wewenang: 
a. melakukan verifikasi daftar nominatif belanja 

mcnggunakan KKPD beserta dokumen pcadukung; 

b. mcnyiapkan DPT; 

c. menyiapkan NPD l<KPD; 
d. melakukan vcrifi'casi SPP GU KKPD beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh BP, dengan 

langkah sebagai berikut: 
I. meneliti DPA untuk memastikan bahwa belanja 

yang dibayarkan menggunakan KKPD tidak melebihi 

pagu anggaran: 
2. meneliti dokurnen SPD untuk memastlkan dana 

unruk belanja yang dibayarkan mcnggunakan KKPD 

telah rersedia; 
3. meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti 

transakst belanja yang dibayarkan menggunakan 

KKPD; 
4. meneliti kesesuaian jurnlah perhitungan pengajuan 

OU KKPD dan bukti-bukti transaksinya; dan 

5. meneliti dokumen pendukung Iainnya, 
e. menyiapkan SPM OU KKPD; 
f. menyiapkan draft surat pernyataan ranggung jawab 

mutJak PA; 
g. menerbitkau surat pernyataan veririkasi PPK SK.PD; 

dan 
h. menyampalkan NPD KKPD dan Df'r KKPD yang telab 

ditandatanganl oleh PA kepada BP untuk penyiapan 

dan pengajuan SPP GU KKPD: dan 
,. Membuat lapnran rekap penggunaan KKPD secara 

periodik untuk dihirim ke BUD. 
{2) Dalam penggnnaan \JP KKPD, PPK Unit SKPD mempunyai 

tugas dan wewcnang- 

- 15 - 



wcwcnang: 
a. menyampaikan kcbutuhan UP KKPD SKPD kepada PA; 

b. melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah 
UP Tunai dan UP KKPD yang dikelola oleh maslng­ 

masing BPP dalam pengajuan UP dan/atau pengajuan 

perubahan bcsaran UP KKPD SKPD ke PPKD selaku 

BUD; 
c. melakukan pcngujian: 

1. NPD KKPD dan DPT KKPD; 

2. ketersediaan dana UP KKPD; dan 

Bagian Kctujuh 

BP/BPP 

Pasal 9 

(1) Dalam penggunaan UP KKPD, BP mempunyai rugas dan 

a. melakukan verifikasi dafta.r norninatif belanja 

mcnggunakan Kl(PD bescrta dokumen pcndukung, 

dcngan cara: 
1. meneliti DPA untuk memastikan bahwa belanja 

yang dibaya rkan menggunakan KKPD tidak 

melebihi pagu anggaran; 

2. rncneliti dokumen SPD untuk rnemastlkan dana 
untuk belanja yang dibayarkan menggunakan 

KKPD Lelah tersedia; 

3. rneneliti kclcngkapan dan keabsahan bukti-bukti 
transaksi belunja yang dibayarkan menggunakan 

KKPD; 

4. meneliti kesesuaian jumlah perhirungan pcngajuan 
GU KKPD dan bukti-bukri transaksinya; dan 

5. meneliti dokumcn pendukung lainnya. 
b, mcnyiapkan DPT KKPD; 

c, menyiapkan NPD KKPD; 

d. menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah 

ditandatangani olch KPA kepada BPP untuk penyiapan 

dan pengajuan :,PP GU KKPD; dan 

e, mernbuat lapcran rekapitulasi penggunaan KKPD 

secara periodik uruuk dikirim ke BUD. 

· 16 • 



3. penyusunan daftar pungutan/ potongan pajak/ 

bukan pajak aius tagihan dalam NPD KKPD. 

d. mcnolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang diajukan dan 

mengembalikan kr-pada PA dalam ha! NPD KKPD dan 

DPT KKPD Lid11k memenuhi persyaratan untuk 

dibayarkan: 

e. mcngajul:<:an permintaan penggaruian UP KKPO 
melalui SPP-GU KKPD kepada PA dengan 
melampirkan Nl'D KKPD dan OPT KKPO dnri PA dan 
NPD KKPD dan nrr KKPD dari KPA, beserta dokumen 

pendukung sesuat dengan peraturan yang mengatur 
tentang pengelolaan keuangan mclalui PPK-SKPD 

unruk dilakukan vcrifikasi: 
f. menyiapkan draft surat pernyataan tanggung jawab 

mutlak PA; 
g. melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui 

pendebitan rekcning BP ke rekening Bank penerbit 
KKPD setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk 
kc rekening BP; dan 

h, melakukan pernlndahbukuan UP KKPD melalui 
pendebitan rekeniug SP ke rekening masing-masing 
BPP. 

\2) Dalam pcoggunaan UP KKPD, BPP mcrnpunyai rugas dan 
wewenang: 
a. rnenyampaiknn k.-buruhan UP KKPD Unit SKPD 

kepada Bf>; 
b. melakukan pengujian: 

I. NPD Kl<PD dan DPT KKPD; dan 
2. ketersedlaan dona UP KKPD. 

c. mcnolak NPO Kl<Pll dan DPT KKPD yang diajukan dan 
mengembalikan kcpada KPA dalam hal NPD KKPD dan 
DPT Kl{PD udak memenuhi persyaratan untuk 
dibayarkan; 

d. menyampalkan Nl'D KKPD dan DPT KKPD yang tclah 
memenuhi pcrsyuratan unruk dibaynrkan kepada BP~ 
dan 

e. melakukan pcrnbayaran tagihan KKPO melalui 
pendebitan rekening BPP ke rekenlng Bank penerbit 
KKPD scielah dam, UP Kl<PD diterima/ rnasuk ke 
rekening BPf> yanij di transfer oleh BP. 
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Bagian Kedelapan 

Administrator KKPD 
Pasal 10 

Oalam penggunaan UP KKPO, Administrator KKPO 

mempunyai tugas dan wewenang: 
a. melakukan aktivasi KKPD dan request/ aktivasi PIN 

KKPO mclalui call centcr/Jayanan pesan singkar (Short 

Message Service)/ sarana lainnya: 
b. meminta kenaika n batasan belanja (limit) KKPO secara 

sernentara atau pe.manen kepada Bank Penerbit KKPD 
melalui sun.tt elektronik dan/ arau sarana teroepat 

lainnya setelah rnendapar persetujuan dari PA/KPA; 
c. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) 

KKPO, periode kcnaikan batasan belanja (limit) K.KPO, 
serta nomor dan nama KKPD kepada .Bank Penerbit 

KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja 

(limit) KKPD secara sementara; 
d. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) 

KKPD, perlode permancn, serta nomor dan nama KKPD 

kepada Bank Pcncrbit KKPD dalam hal permintaan 
kenaikan batasan belanja (limit) KKPD eecare permanen; 

e. rnelakukan momtoring pengembalian batasan belanja 
(limit) KKPD secara sementara ke batasan, belanja (limit) 

awal selelah pericde kenaikan batasan belanja (limit) 
semen tam/ masa berlaku penggunaan TUP KKPD; 

f. mengajukan perrnintaan pengembalian batasan belanja 
(limit) KKPD l<e butasan belanja (limit) awal kepada 
Bank Pcnerbit Kl\ l'D dalam hal batasan belanja (limit) 

KKPD yang dtnaik.eun secara semeniara tidak kcmbali 
kebatasan belanja \limit) awal setelab periode berakhir; 

g. mcminta penyewran kernbali atas kererlanjuran 
pembayaran kepacn Bank Penerbit KKPD melalui surat 
elektronik danr atau sarana iercepar lainnya setelan 

mendapat persetujuan dari PA/KPA; don 
h. menginformasikan nilai kcterlanjuran pernbsyaran, 

nomor dan nama KKPD, bukti-buku pembayaran/ 
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Passi 12 

(1) Proporsi UP KKPD scbagaimana dimaksud dalarn Pasal I I 

ayat (3) huruf b dapat dilakukan perubahan sesual 
dengan kebutuhan pcnggunaan UP KKPO pada SKPO. 

(2) Perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (!) dapru bcrupa kcnaike.n atau penurunan 

proporsi UP KKPD. 
(3) Kenaikan sebagaim.ma dimaksud pada ayat (2) tidak 

diperbolehkan lebih dari 70% (tujub putuh persen). 
(4) Penurunan sebagan.anu dimaksud pada ayat (21 tidak 

diperbolehkan kurang dari 30% [tiga puluh persen]. 
(5) PA mengajukan pcrubahan proporsi UP KKPO 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) kepada Bupati 
melaJui PPKD selaku BUI). 

BABLV 

UP KKPD 
Bagian Kesatu 

Penenruan Proporsi UP 
Pasal 11 

{I) UP scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayal (I) terdiri 
dari UP Tunai dan UP KKPD. 

(2) UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

merupakan bagian dari UP yang dikclola BP dan BPP atas 

pelirnpahan dari BP. 
(3) Proporsi UP sebagarrnana dimaksud pada ayat (I} rneliputi: 

a. UP Tunai scbesar 60% (enam puluh persen) drui 
besaran UP masing-rnasing SKPD; dan 

b. UP KKPD sebesar 40% (cmpat puluh persen} dari 
besaran UP masing-masing SKPO. 

(4} Proporsi UP scbagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan dalarn keputusan Bupati. 

pernindahbukuan yang sah, dan nomor rekening 
BP/BPP unruk pcnyetoran kembali kepada Bank 

PencrbiL KarLU Kredir Pemerintah dalam hal penyetoran 
kembali atas keterranjuran pembayaran. 
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Pasal l6 
(1) Dalam hal terdaput pcrubahan bcsaran UP KKPD 

scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 11 ayat {3) huruf b 

aiau pcrubahan proporsi UP KKPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) setelah adanya 
penyampaian SPM UP, PA mengajukan surat permohonan 

Bagian Kedua 

Pcrmintaan Uang 1•~·rsecliaan KKPD 
PaSIII IS 

!l) BP menyampaikan kebutuhan UP KKPD kepada PA. 

{2) PA mencantumkan kebutuhan UP KKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayru (J) dalam surat pernyataan UP dan 
diajukan pada saat penyampnian $PM UP Tonai kepada 
Kuasa BUD. 

Pasal 14 
Besaran UP KKPD dlhilung dari proporsi UP KKPD 

sebagaimana dimaksud d-ilam Pasal 11 ayat (3) huruf b atau 

perubahan proporsi UP KKPD yang telah disetujui oleh Bupati 

sebagaimana dimaksud daJam Pasal 12 ayat (5). 

Pasal J3 

Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) 

didasarkan atas: 

a. kebutuhan pengeluaran riil SKPD; 

b. perubahan kebijakan pelaksanaan belanja SKPD; 

c. perubahan dalam sistern pcmbayaran dengan kana1 
pembayaran secara elektronik: atau 

d. kebutuhan lainnya dalarn rangka efektifitas penggunaan 
UP KKPD. 

(6) PPKD selaku BUD rnemberikan pertimbangan atas usulan 

perubahan proporsi UP KKPD kepada Bupati. 

(7) Berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6), Bupati mcmberikan perselujuan perubahan 
proporsi UP KKPD. 
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(I) Berdasarkan surat pernyataan dan keputusan Bupati 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 16 ayut (2) huruf b, 
Kuasa BUD melakuk.m pcnelitian besaran UP KKPO. 

(2) Dalam hnl oesara» proporsi UP KKPD telah mcmenuhi 
ketentuan sebtt.~<1.imur l timaksud dalam Pasal 11 ayat (3) 

huruf b dan Pasal 12 ayat (5), PPKD setaku BUD 
rnenerbitkan Surat Pcne1ujunn Besaran UP KKPD SKPD. 

(3) Suml persetujuan besaran UP KKPD SKPD sebagnimana 
dimaksud pnda ayat 121 duerbitkan paling lrunbat I (sntu) 
harl kerja setelub SPM UP dan/ntau penmohonan 
perubahan bcsaran UP KKPD SKPD ditcrima oleh Kuasa 

BUD. 
(4) Unruk BP yung dibnutu okh bebcrapa BPP, pengajuan UP 

dan/atau pcngajuau erubahnn besaran UP KKPD SKPD 
kc PPKD selnku BUD rnelalu, Kuasa BUD harus 
melampirkon da(tor rincian yang mcnyetakan jumlah UP 
Tunai dan UP KKPO uleh mo.s,ng-masmg BPP. 

!SJ Ketenruan rnengenni f, ,rmut surat perset\tjuan bcsaran UP 
KKPD SKPD ..eb-<f' 1 munu ,llmaksud pada ayet (21 

tercantum dnlarn L,1111 rirnn ynng merupakan baglan udak 

tcrpis&hknn dnri Pl•r.tt rrnn Bupati. 

Pasal 7 

pcrubahan bcsaran Ul' KKPD kepada PPKD selaku BUD 

melalui Kuasa BUD. 
(2) Surat pcrmohonan perubahan perserujuan besaran UP 

KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dengan 

melampirkan: 
a. surat pernyataan llP dari PA; dan 
b, Kcputusan Bupa11 rnengenai perubahan besarnn UP 

atau prcporsl UP 1-.KPD. 
(3) Ketentuan mengcmu I jrrnat surat pcmyataan UP dari PA 

scbagaimana dirnaks.td pada ayat (2) tcrcantum dalarn 
Lampiran yang merupukan bagian ndak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini 
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(I) Penggunaon Kl<l'D 111 11,k kept-rtuan belnnja barang dan 
j11"8 serta bclanjo nu d,li sebagaimana dlmaksud dnlnrn 
Pasnl 18 ovut (21 dilukukan dengan nlloi bclanja paling 
banyak sebcsar Rp2v• 000.000,00 (duo ratus juta rupiah) 
untuk l (satul p<.:ncr1.11~, pcmbnyaran. 

perkanroran: 
b. belanja pengadaau bahan makanan; 

c. belanja barang u11 ik pcrsediaan: 

d. belanja sewn: 
e. belanja pemejihas .. 1<.lni 

r. belanja bahan bak.ir kcndaraan dinas; 
g. belanjn modal: dnn 
h. belanjo lainnya '-11·i..11ai dengan kecenruan peraturan 

perundang-undtuu in. 
(3) Belanja barnng dan iasa scb.,gaimana dimaksud pada 

ayat (2) rncnguuun.u.nn produk dalarn negeri dan usaha 
mikro, kecil duu kop,·1 181. 

(q) Kertu Kredit umu k I ,·11oduau betan]a perjalanan dina$ 
scbagntmann climuk,., d pada .iyat (I) huruf b meliputl 

komponcn pNnbHynn,., rransport, penginapan, dau/atau 

sewn kendaruan. 

(5) Jonis KKPD scba11,<1' n.nna dhnaksud pada eyat ( 1) dan 

limit penggunaan 1,KPD uniuk kepcrtuun belanju 
sebagairnana dhnaksud podn ayat (2) don uyot (4) 
dltetapkan dtilnm K,·, 11tu~o11 Bupau. 

dan sehari-bari kebutuhan 

Bagi;;t11 h . cnga 
Jenis KKPD dan Bauo.an Belanja KKPD 

Paso 18 
(I) KKPD terdiri arns: 

a. Karru Krcdil uruu'. kepcrluan belanja barang dan jasa 

serte belanja modal· dun 
b. Kartu Kredit un tuk «eperluan belanja perjalanan din as. 

(2) Kartu Krcdit unruk kcperluan belanja barang dan jasa 
serta bclanja rnodat , .. -bngairnana dimaksud pada ayat ( l) 

huruf a, meliputi: 

a. belanja barang 
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Bagian Kcernpat 
Pernegang KKPD. Pelaksana 1;uasa Pengguna KKPD dan 

Adrmmsuruor Kt<PD 
Pasal l· .. , 

(I) Pemegang KKPD, Pel.rksana Kuasa Pengguna dan/ atau 
Administrator l{KPD merupakan pejabal/ pegawai SKPO 
yang berstatus pegawm negeri sipil daerah. 

(2) Pemegang KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
merupakan P1\{ f-'PA. 

(2) Penggunaan KKPD ••·bagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapal dilakukan melalui transnksi kataJog elektronik, toko 

daring, dan PLSE ) .u,g discd iakan oleh lembaga yang 
menyelenggarakan tugas pcmeriruahan di bldang 
kebijakan pengadaan baracg/jasa pemcrintah. 

(3) Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi di luar 
sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai bclanja 

paling ban yak untuk l (sat u] pcncrima pembayaran 
sebesar Rp50.000.00U,OU (lime puluh juta rupiah). 

(4) Limit bclanja KKPD dnlam rangka keperluan belanja 
barang dan jasa serta belanja modal unruk pcrtama kali 

di.bcrikan paling bnnyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah], 
(5) Limit belanja KKPIJ dalam rangka keperluan belanja 

perjalanan dinas jaboran unlLtk pertarna kali diberikan 

paling banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh 

juta rupiah). 
(6) Total batasan limit belanja KKPD pada SKPD paling 

banyak sebesar UP KKJ>D yang telah disetujui PPKD 

selaku BUD sebagaouona dirnaksud dalam Pasal 17 ayat 

(21. 
(7) Total besaran UP l{KPO dan pe-nggunaan UP KKPD dalam 

l (satu) tahun tidak urelebihi pagu jenis belanja yang bisa 
dibayarkan melalui UP KKPD. 

(8) Pagu jenis bclanja yang bise dibayarkan mclalui UP KKPO 
scbagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah paling 
banyak 30% (tiga puluh pcrscn) dari pagu jenis belanja 

yang bisa dibaya.rkan metalui UP. 



BAH V 

PENOAJUAN, PENE:I~BIT1\N DAN PE:NGGUNAAN KKPD 

Bagian l\,·SAtu 

Perjanjlan K1·rju Snrne 

Pf'$nl )i 

{!) PPKD selaku BUIJ mcnunjuk Boni< yang menjadi 
penempatan RKUD s,•bugni Bank penerbit KKPD sesuai 

dengan ketemuan pcnuurnn porundang-undangan. 
(2) Bank pcncrbit KKPD scbup,nimana dlmaksud pada ayat (l) 

merupakan bank },u,~ soma dengan bank pcnempatan 
RKUD. 

(3) Berdasarkan penunjukan Bank scbagaimnnn dirnaksud 

pnda ayut ( II, PPKD sclaku 13UD mernbuat perjnnjian 

kerjo sumo <1011i;u11 Pej,,ual B,1nk pencrbit l<KPO. 
(4) Pcrjanjio11 l<crjn s,11nu scbagairnana dimaksud pada ayot 

(3), paling scdlku rnernuat: 

a. dcfinisl; 
b. tujuo.n pcrJ011jinn kcrja sama; 

c. runng lin11J<up pcrJanJian kcrja soma; 
d. pagu jcni• belunja yang bisa dibayarkan melalui UP 

dan bcsarun faedlras kredu tc,.edit line) SKPD: 

e, hnk don kcwujiban PPKP sclaku BUO don Bank 

pcnerbu KKPD: 

r. tara enrn p .... nngrhun d.iu 1.>t:mbaya.ran U'l.gihnn KKPO; 

(3) Pelaksana Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) merupakan Pegawai Negeri Sipil Oaerah yang 

mendapai kuasa umuk menggunakan KKPO dari PA/KPA. 

(41 Administrator Kl<PD sc·b..gaimana dimaksud pada ayat (l) 

merupakan BP/BPI'. 
(5) Dalam hal ierdapat Pemegang KKPD sebagaimana 

dimaksud pad a ay:i I (2) dan/ a tau Administrator KKPD 
sebagaimana dimnksud pada ayat (4) berhalangan, 
pegawai yang duun uk rnelaksanakan rugas PA/ KPA 

dan/atau rnelaksaual.an rugas BP/BPP sesual dengan 

kctcntuan pcruturan perundang-undangan. sebagai 

pemcgang KKPD dan Administrator KKPO. 

• .!4 - 



pcnerbitan KKPD den {an bank badan umum milik negara 
yang telah memperolc h izin sebagai penerbit Kartu Kredit 

dari otoritas yang berwcnang. 
(2) Dalam rangka kerja sama dengan bank badan umum 

milik negara dalun. penyediaan KKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayal (I), bank penempatan RKUD 

membuat perjanjian kerja sama dengan bank badan 
umum milik negara. 

(3) Perjanjian kerja sarnu sebagalmana dimaksud pada ayat 
(2). paling sediku rnemuat: 
a. definisi; 

b. tujuan perjanjian kcrja sama; 
c. ruang lingkup per, anjian kerja sama; 
d, pagu jenis bclanj , yang bisa dibayarkan melalul UP 

dan besaran fasiliHts k-redit (credit line) SKPD; 
c. hak dan kewajiban Bank Penempatart RKUD dan bank 

badan umum miJi:.;. negara Penerbu KKPO; 

f. tata cara pcnagihan dan pcrnbayaran tagihan KKPD; 

g. jenis dan besaran biaya ifee). pajak-pajak; 
h. penyelesaian persclisihan clan hukum yang bcrlaku; 

RKUO sebagaimana 
(2) belum memiliki 
Kredit, maka bank 

kerja sama dalam 

Pasal 22 
{l) Oalam hal Bank penernpatan 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat 

kewenangan mcnerbitkan Kartu 
penempatan RJ<UD melakukan 

g. jenis dan besaran bleya (feet, pajak-pajak: 
h. penyelesaian pcrsclisihan dan hukum yang berlaku; 

1. jangka wakru perjonjian: 
J. berakhimya dan akibat pengakhiran pcrjanjian; 
k, alamat clan wakil para pihak: 

I. Surat Referensi; 
m. keadaan kahar rJorce majeure); dan 
n. kerahasiaan inJorrnasi/data. 

(5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dan pejabat 

Bank Penerbit KKPD. 
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Bagian Eedua 

Penetapan Pernegang KKJ'D dan Administrator KKPD 
Pasal 23 

(1) Berdasarkan perjanjian kerja sama scbagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 21 ayat (5), PA menyampaikan 

Daftar Usulan Pemegang KKPD dan Daftar Usulan 
Administrator KKPD 1:epada PPKD selaku BIJD. 

(2) Daftar Usulan Pernegang KKPD dan Daftar Usulan 

Administrator KKPD, -sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

paling sedikit memuat: 
a. nama dan NIP pcmegang KKPD; 

b. tempat dan tanggal lahir pcmegang KKPD; 
c. jabatan pernegang KKPD; 

d. kewenangan pcmegang KJ<PD; 
e, batasan belanja (limit) KKPD untuk masing-masing 

pernegang KKPD; 
f. elamat surat elcktronik pemegang KKPD; 
g. narna dan NIP Administrator KKPD; 
h. ternpat dan tanggal lahir Administrator KKPD; 
L jabatan Adrninisrr.uoe KKPD; dan 
j. alamat surat elektronik Administrator KKPD. 

i. jangka waktu perj tnjiun: 
j. berakhirnya dan akibat pengakhiran pe,janjian; 

k. alamat dan wakil oara pihnk; 
I. Surat Refcrensi; 
m. keadaan kahar iforce majeure)~ 

n. kerahasiaan informasr/clata; dan 
o. kerentuan penutup 

(4) Perjanjian kerja samu sebagairnana dimaksud pada ayat 

(3) ditandatangani olvh Pejabat Bank Penempatao RKUD 
dan pejabat bank badan umum milik negara Penerbit 

KKPD; 
(5) Kerja sama sebagalrnana dimaksud pada ayat ( l) 

dilakukan paling lam 1 5 (lima) tahun atau sesuai dengan 

kriteria yang ditctap'can oleh Lembaga yang berwenang 

mengeluarkan izin pencrbitan l<artu Kredit. 
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ila.gian K, -empat 

Pcnerbitan KKPD 

Pasal 25 
(1) Bank penerbit Kr.PD rnelakukan verifilcasi Surat 

Pcrmohonan yang tliajukan oleh PPKD selaku BUD 

scbagaimana dimakw.d dalam Pasal 24 ayat (2). 

{I) Berdasarkan Kepuru san Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (4) PPKD selaku BUD mengajukan 
surat permohonan penerbitan KKPD kepada Bank 

penerbit KKPD. 
(2) Surat perrnohonan penerbiran KKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat 111, dengan rnelarnpirkan: 
a. Surat Refcrensi d, ri PA/KPA; 
b. rormulir aplikasi hKPD dari hank berkenaan; 

c, fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih bcrlaku 

dari PA/ KPA; 
d, Fotokopi NP\VP PA/KPA; 

e. SK PA; dan 
f. Keputusan Bupan tcntang besa.ran UP SKPD. 

(3) Keientuan mengenai format Surat Perrnohonan Pencrbitan 
KKPD sebagairnana mmaksud pada ayat (2), dan Surat 
Rererensi sebugrnrnar.u dunaksud pada ayat (2) huruf a, 

eercantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak 
tcrplsahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagmn keuga 

Pengajuan KKPD 
Pasal 24 

(3) Usulan Pcmcgang KKPD dan Administrator KKPD 
disesuaikan dcngan Surat Kepurusan Bupati tentang 
Penetapan PA, KPA, BP dan BPP pada SKPD. 

(4) PPKD selaku BUD mcnyiapkan usulan Daftar Pernegang 
KKPD dan Administrator KKPD unruk disampaikan 
kepada Bupau unt rk ditetapkan dengan Kepurusan 

Bupau. 
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Pasal 26 
(I) Dalam hal vcrifikasi scbegaimana dimaksud datam Pasal 

25 ayat ( l) dan ayat (21 tidak tcrpcnuhi, Bank Penerbit 

J<KPD menolak sebagian arau seluruh pcrrnohonan 
penerbitan l<KPD dengan menyampaikan surat 
pcmbcritahuan pcnolakan kepada PPKD selaku BUD. 

(2) Pcnyampaian surai pemberitahuan penolakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling 
lambai I (salu) huri kcrja •~lelah berakhlrnya proses 

verifikasi. 
(3) PPKD selaku BUD memperbaiki clan melengkapi 

persyaraian perrnohonan peneroitan KKPD clan 

menyampaikan kernbah kepada Bank penerbit KKPD 

unruk proses verifiknsi lebrh Inn] ut. 

(21 Verifikasi sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 11 termasuk 

untuk persctujuan pemberian batasan belanja (limit) 

KKPD yang disesuaikan dengan kebijakan Bank penerbit 
KKPD dengan mempertlmbangkan keputusan Bupati 
tentaag besaran UP SKPD. 

(31 Verifikasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (I) dan ayai 
(2) selesai dilaksanakan paling lambat <, (enam) hari kerja. 
sctclah Surat Pcrrnobonan Penerbitan KKPD diterima oleh 

Bank pcncrbit KKPD. 

(4) Oalam hal hasil veriflkasi sebagaimana dimaksud pada 
ayar (3) terpenuhi, Bank penerbit KKPD menerbitkan: 

a. KKPD; 
b. rekapitulasi pcncrbitan KKPD; dan 

c. tanda teruna l'\KPD, unruk diserahkan kepada PPKD 

selaku BUD. 

(5) Penerbitan KKPD, rckapitulasi dan tanda terima KKPD 

sebagairnana dimaksud pada ayal (4) dilakukan paling 
lambat 6 (enam) hari kerjo setelah hasil verifikasi 

terpenuhi. 
(6) Bank penerbit KKPD menyerahkan KKPD kepada PPKD 

selaku BUD paling larnbat I {satu) hari kerja setelah 

KKPD diterbukan. 
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Pasal 2Q 
( l) Pemegang KKPD mcmbubuhkan tanda tangan pada kolom 

tanda tangan (s,gnamre p<1rref1 yang terdapat pada bagjan 

belakang KKPD. 
(2) Pemegang KKPD wajib mcrahasiakan nomor kartu, PIN, 

Card Verification Value (CVV) dan masa bcrlaku KKPD. 

(3) Secara pcriodik Pemcgang KKPD aktif memeriksa kondisi 
dan rincian transaksi KKPO untuk mcmastikan tidak 

terdapat transaksi yang salah/tidak dialrui (dispurej. 
(4) Oalam rangka pengamanan pcnggunaan KKPD, pemegang 

KKPD dilarang mern4<:nkan informasi mengenai data diri 
dan transaksi KKPO kepada siapapun. 

Pasal 28 
O) Setelah aktivasi Kartu dan PIN setesai dilakuka.n, status 

KKPD secara otomaus aktif dan siap digunakan. 
(2) Pcnggunaan KKPD S<:bagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dilakukan untuk pcmbayaran belanja barang dan jasa 

serta bclanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18. 

Pemegaog KKPD mclalui roll 
singkat (Short Message 

KKPD aiau masing-mesing 

center/layanan pesan 

Servire)/sarana tainnva, 

Bagian Kellina 
Aktivasi dan Penggunaan KKPD 

Pasal 27 

(1) Pernegang KKPD mcnggunakan KKPD sesuai dengao 
kewenangannya setclah tcrlebih dahulu dilakukan 

aktivasi kartu dan Pl N KKPD untuk pertama kali. 
(2) Aktivasi KKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dilakukan oleb Administrator KKPD atau maslng-masing 
Pemegang KKPD melalui co.Cl eenter/layanan pesan singkat 

(Shon Message Servia,j/sarana lainnya. 
(3) Request/ aktivasi PIN l\1{PO dilakukan oleh Administrator 
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BAB VI 
P8LAKSANMN Pl!:MBAYARAN OF.NGAN KKPO 

Bagian Kesatu 
Penatausahaan Bukti-Bukti 

Pasal30 
(!) Pelaksana Kuasa Pengguna mengumpulkan dokumen 

belanja yang menggunakan KKPD berupa: 
a Tagihan (e-l>illing)/ oartar; 
b. Tagihan Semeruarn: 

c. Surat Tugas/Undangan Rap<1t/Sural Pcrjalanan 
Oinas/Perjanjian/Kontrnk: dan 

d. bukti-bukti pengelunrnn. 
(2) Oaftar Tagihnn Scrmntara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dihasilkan dari sistern perbankan Bank penerbit 
KKPD, memuat infcrmasi: 

a. nama pcmcgang KKPD; 

b. nomor KKPO (account numbe,j; 
c. tanggal eetak Daftar Tagihan Sementara; 
d. tanggal transaksi I transaa,ort date); 
c. tanggal pernbukuan (posling date); 
f. keterangan (descnption); 

g. nilai transakss (,unounts); den 
h. sub total tagihan. 

(3) Bukti-bukli pengcluuran sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf c rneliputi bukt! pembclian/pcmbayaran 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(SJ Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi, Pemegang 

KKPD mengutamakan pembelian barang/jasa yang 
rnerupakan produk d.,larn negeri. 

(6) Dalam haJ KKPD tidak dipcrgunakan dalam jangka waktu 

lama, Pemegang KKPD dapat mengajukan permobonan 
penonaktifkan kepada Administrator KKPD dan 

mcnyimpan KKPD ditempat yang aman. 
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Bagian l<edua 
Penagihan dan Penyelesaian Tagihan 

Pasal 3 l 

(1) Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD menyampaikan daftar 

pengeluaran rm belanja menggunakan KKPD dilampiri 
dokumen belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (!) kepada PA/KPA melului PPK·SKPD/PPK-Unit 

SKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tagihan (e­ 
biUi11g)/Daftar Tagihun Sementara diterima dari Bank 

penerbit KKPD. 

(2) Berdasarkan daltar pengeluaran riil belanja menggu.nakan 

KKPD beserta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), PPK-SKPD/PPJ<-Unit SKPD melakukan Verifikasi 
terhadap: 

a. kebenaran data pihak yang berhak menerima 
pembayaran atas beban APBD; 

b. kebenaran matcriil clan perhltungan bukti-bukti 
pengeluaran: 

c, kcbcnaran perhuungan Tagihan (e-billing)/Daftar 

Tagihan Serneniara terrnasuk memperhitungkan 
kewajiban penerirna pembayaran kepada pernerintah 
daerah; 

d. kesesuaian perhi rungan antara bukti pengeluaran 
dengan Tagihan (e-billit1g)/Daftar Tagihan Sementara; 

e. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkaa 
dengan KKPD; dan 

(4) Berdasarkan dokumen sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(1), PPTK selaku petaksana pengguna KKPD membuat 
daftar pengeluaran riil belanja munggunakan KKPD. 

(5) Dattar peugetueran riil belanja menggunal<an KKPO 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan 
format tercantum dalam Larnpiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pusal 32 
(I) Dalarn hal terdaput bukti-buku pengeluaran yang tidak 

memenuhi keteruuan, PPK-SKPD/PPK Umt SKPO 
menolak buktl bukti pengeluarnn dun dioampaikan 
kepada Pelaksano Kuasa Pengguna mclalui Surat 
Pemberitahuan Penolukan paling lamba; 3 ltiga) hari kerja 
setetah tlaf,ar pengeluaran ritl belaaja menggunalcan 

KKPO diterima. 
(2) Pelnksana Kttttb,t P.·ni,;;;unu 1'KPD mernperbaiki dan 

melengkopi buku-buku poni;eluaran riil belanJa 
mcnggunoknn KKPO don menyumpaikan kembali kepada 

f. kescsuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa 
dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima 
barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahke.n oleh 

penyedia barang/jasa. 
(3) Berdasarkan hasil vvrifikasi, PP.<-SKPD/PPK Unit SKPD 

menyiapkan NPD KKPD dengan cilampiri DPT KKPD scrta 

bukti-bukti pcngeluornn untuk selanjutnya disampaikan 
kcpada PA/KP,\ untuk drtandatangani dan disahkan. 

(4) NPD KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 
sedikit memuat: 
a. tanggal don nomor NPD KKPD; 
b. jumlah ragihan KKPD yang dibayarkan; 

c. nomor rekening Bank penerbit KKPD; 
d. perunrukkan pernbayarnn: 

e. dasar pcmbayaran: 
f. pembebanan anggaran: dan 
g. tanggal setuJu/lunas bavar scrta penandatangan NPD 

KKPD. 
(5) PA/KPA mcngesabkan sel>Rgion/oeluruhnyn bukti-bukti 

pengeluaran dan OPT KKPO sebngalmana dimaksud pada 

ayat (3) dan menandatangani NPD KKPD. 
(6) DPT KKPD sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dibuai 

sesuai dcngan format tercanrum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupatl iru, 
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b. peagujian kerersediaan dana UP KKPD; clan 
c. penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/bukan 

pajak atas tagihan dalam NPD KKPD. 
(2) Pengujian atas NPD l\'l{PD dan DPT KI<PD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) huruf a, meliputi: 
a. penehtian ke!engkapan perinlah pembayaran yang 

diterbitkan oleh PA/KPA; 
b. pemenksaan kebe-naran au,s hak tagih, meliputi: 

I) pihak yang ditunjuk unruk mcncrima pcmbayaran; 

2) nilai tagihan yang harus dibayar; 
3) jadwal waktu pembayaran, daa 

4) ketersedlaan dana yang bersangkutan. 
c. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara 

spesifikasi teknis yang disebutkan dalam pcnerimaan 

yang telah disahkan 

Pasal 33, BP/BPP 

bukti-bukti pcngcluaran belanja 

sebagaimana dirnaksud dalam 
melalrukan: 
a. pengujian atas NPD KKPD clan DPT KKPD: 

Bagiun Ketiga 
Pengujian Nota Pencairan Dana 

Pasal 34 
(1) Berdasarkan NPD KKPD yang dilampiri DPT KKPD clan 

Pasal 33 

PA/KPA menyampaikan NPD KKPD ~ang dilampiri DP!' KKPD 
dan bukti-bukti pcngcluaraa bclanja yang tclah disabkan 

sebagaimaaa dirnaksud dalam Pasal 31 ayat (4) kepada 
BP/BPP paling lambat I (satu] h a ri kerja setetah diu:rbilkan 
dan dilampiri dengan dokumen yang lengkap daa sah. 

PA/KPA meJalui PPK-SKPD/PPK Unit SKPD untuk proses 
verifikasi lebih lanjut 

(3) Surat Pemberitahuan Penolakan sebe.gaimana dimaksud 
pada ayat (I) dibuat sesuai dengao format tercantum 
datarn Lampiran yang rnerupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 
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Bagian Keempat 

Mekanisme Penerbitan SPP-0 U. SPM OU dan 
SP21) OU KKPD 

Pasal 35 
Permintaan pcnggantian UP KKPO scbagaimano dlmaksud 
dalam Pasal 34 aynt (1) dilakukan dengan mengajukan SPP· 
OU KKPD kepada PA melalui PPK-~KPD yang dilampiri NPD 
KKPD dan DPT KKPD, dal'l.nr pungutan/potongi,n 
pajak/bukan pajak AIAS togihan dulam NPD KKPD, beserta 

dokumcn pcndukung. 

barang/jasa dan spesifikasi tcknis yang disebutkan 

dalam dokumen perjanjian/kuntrak; dan 
d. pemeriksaan da,i pengujian ketepatan pcnggunaan 

kode rekening anggarnn atas pengeluaran. 

(3) Oalam hal pengujian NPD K l(PD dan DPT KKPD tclab 
memenuhi persyaratan, BPP menyampaikan NPD KKPD 
dan OPT KKPD yang ditcrbitl<an oleh KPA kepada BP 

untuk pengajuan permintaan penggantian UP KKPD 
kepada PA. 

(4) Berdasarkan hasil vcrifikasi NPD KKPD dan DPT KKPD 
yang diterbitkan PA sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 

dan NPD KKPD dan DP'!' KKPD yang diterbitkan oleh KPA 

scbagaimana dimaksud pada ayat (3), BP mengajukan 
perrnintaan penggantian lJP KKPD kepada PA. 

{5) Pengajuan permintaan penggantian UP KKPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling 
Jam bat 2 (dufl) hari kerja sejak N PD KKPD dan DPT KKPD 

ditcrirna. 
{6) Dalarn hal berdasnrkan pengujian, NPD KKPD dan DPT 

KKPD tidak memenu.hi persyarutan untuk dibayarkan, 

BP/BPP mcnolak NPD Kl<PD dan DP'!' KKPD yang 
diajukan clan mcngembalikan kepada PPTK paling Jambat 
2 (dua) hari kerja sejak N PD KKPD dan DP'f KKPD 

diterima. 
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Pusal 38 
{l) Kuasa BUD mclukuknn verifikasi dokumen SPM GU KKPD 

sesuai dengnn ketcntuon perarurnn perundang undangan, 
(2) Berdasnrkan h<1sil vterifikasi sebagelmana dimaksud poda 

llyQL (I) dokurnen SPM GU KKPD dinyatakan lengkap, 
Kuaaa BUD menerbitknn SP2D GU KKPD poling larnbat 2 
(duo) hari kerja sejnk dokumen SPM OU KKPD diterirna 
sccorn lengknp. 

(3) Dolom hol berdosorkon hosil verifikasi sebogoimonn 
dlmaksud pado nynt (It dokumer; SPM OU KKPO belum 
dinyataknn 1,•riglrop, Kuoso BUD mengembolikon 

Pasal 37 
(I) PA rnenerbitkan SPM OU KKl'O dan mcnyampaikan 

kcpada Kuasa BUD untuk pen,·rbit.an SP20 OU KKPD 

paling lambat 2 (dua) hari kcrjn scjak dokumcn SPP-GU 
KKPD ditceima secara lengkap. 

(2) SPM OU KKPD sebagairnana d maksud pada ayat (I), 

dilampiri: 
a. Surat Pcryataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan 
b. Surat Peryaraan Ve, ,!ikas, PPl:-SKPO. 

Pasal 36 

(I) PPK-SKPD melakukan verifikasl dokumen SPP·OU KKPD 
yang disarnpaikan BP sesuai denzan kctcntuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Berdasarkan hasil verifikas, sebagaimana dimaksud pada 
ayaL (1) dokumen SPP-GU KKPD dinyatakan leng.kap clan 
sah, PPK-SKPD menyiapkan SPM OU KKPD yang dilampiri 

Draft Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlruc PA dan 
Surat Peryataa n Verifikas, PPK SKPD, dan disampaikan 
kepada PA untuk ditandatangani. 

(3) Dalarn hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dokumen SPP-GU KKPD 
dinyatakan belum lengkap, PPl<·SKPD mengembalikan 
kepada BP untuk dilengkapi pal.ng lambat (I) hari kerja 
sctelah dokumcn SPP-OU 1,.'KPD diterima, 
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Bagian Kelima 
Pembayaran Tag,han KKPD 

Pasal 39 
{I) BP melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui 

pendebitan n:kening BP ke rekening Bank pcnerbit KKPD 
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pencairan dana 
SP2D diterima/ masuk ke re ken in~ BP. 

(2) Dalam hal pada SKPD terdapat BPP, pendebitan rckcning 
BP kc rekening BPP dilakukan BP paling lambat 1 (satu) 

hari keria setclnh pencairan dnna SP2D·UP KKPD 
diterima/masuk ke rekenlng BP. 

(3) BPP melakukan pembayaran tagihan KKPD mclalui 

pendebitan rekening BPP kc rekcning Bank pencrbit KKPD 
paling tamba; I (saru] hari kerjn setelah pencairan dana 
SP20 ditcrima/ masuk ke re ken in { BPP. 

(4) Pendebiran rekerung BP/BPP dilrkukan sejumlah ragihan 
yang horus dibaynr sebagairnan t tcrcantum dalam DP!' 
KKPD. 

(5) Pendebitan rekcnlng BPI BPP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (41 mcnggunakan. 
a. Loyanan Pcrbankan Secara Elcktromk; dan 
b. Cek/ bilyct giro. 

(6) Layanan Perbankan Sccara 1:1ek1ronik sebagalmana 
dimaksud pada aynt (5) huruf o b-rupo Internet Bankmg. 

17) Layanan Pcrbnnkan Secaru I :lcktronik sel)Qgillmana 
dimaksud padA aynl (6) dintur dnlom perjonjian kcrja 
sama PPKD seloku BUD dengnn Pcjobat Bank P,:ncrbit 
KKPD. 

18) Oiaya yung urnbul •ebugJi ukll at pendebitan rekening 
penggunaan Lll)•unnn Perbanka- Secara Elektronik dan 

Rckcnmg 13P/13PI' sebugaimnnu dirnaksud podn oya1 (II 

dan ayat (2) dibebankan patio OP\ SKPD berkenaan. 

dokumen SPM GU KKPD kepada PA paling lambal 1 (satu) 
hari kerja scjak diterima dokumen SPM GU KKPD. 
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(21 Keterlanjuran pembayaran sebaiaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dlsetorkan kernbali oleh Bank pcnerbit 
KKPD kc rekening BP/BPPuntuk penyetoran kcmba!L 

(3) Pcnycloran kcmbah sebagarman« dimak$Ud pada ayat (2) 

dimlntakan olch Adminintrator KKPD kepada Bank 
penerbit KKPD melatul surat elektronik dan/atau sarana 
tercepat lainnya setelah mendapat pcrsctujuan dari 
PA/KPA. 

(4) Untuk permmtaan penyetorau kembali sebagaimana 
dimaksud padu ayut (3). Ad11,1n1>trator KKPD harus 

menginfurmasikan: 

Pasal 41 
( 11 Pembayaran atas tagihan KKPL kepada Bank penerbit 

KKPD yang melebihi tag,h n/haknyn merupakan 
keterlanjuran pembayaran. 

Pasal 40 

(1) Dalam hal tcrdapat tagihan KKPU yang bdum dibayarkan 

oleh SKPD paling singkat I (so tul bulan sejak tanggal 

jatuh tempo pembayaran, .3ank penerbit KKPD 

menyarnpaikan laporan tunggak. n tagihan KKPD kepada 

SKPD yang bersangkutan dan ditembuskan ke PPKD 
selaku BUD. 

(2) Berdasarkan Laporan Tagiha« KKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l), PPKD setaku BUD melakukan 
koordinasi dengan SKPO terkait, 

\3) Koordinasi sebagaimana dimi..lcsud pada ayat (2) 
dilakukan untuk mengklarifik ,s,, menghimbau dan 

mendorong SKPO mclakukan pereepatan pcnyelesaian 

tagihan KKPD yang belum dibayarkan. 
(4) SKPO harus menyelesaikan tagi.ian KKPD scbagaimana 

dimaksud pada aya; (31 paling la nbat 2 (dua) bulan sejak 
koordmasi dilakukan dengan PPl,D selaku BUD. 

(5) Tagihan KKPD sebagaimana dim iksud ayat (4) mengacu 

pada perjanjinn kerja sama PPl:O selaku BUD dengan 
Pejabat Bank Penerbit KKPD. 
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BAB VII 
BlAYA PENGGUNM,'I KKPl1 

Pasal 42 

( I) Bank penerbit KKPD membebs skan SKPD dari biaya 
pcaggunaan KKPD, meliputi: 
a biaya keanggotaan (membershp fee); 

b. biaya pembayaran tagihan me lalui Teller, ATM, dan e­ 
banking; 

c. biaya permintaan kenaikan b. tasan belanja (limit); 
d. biaya penggantian Kartu Kr, lit karena hilang/dicuri 

atau rusak: 
e. biaya pengganrian PlN; 
f. biaya copy Billirrg Statement; 

g. biaya pencetakan tambahan ll mba.r tagihan; 
h, biaya keterlarnbatan pembayo--an; 
1. biaya bunga atas runggakar tagihan yang terlambat 

dibayarkan; dan 

a. nilai keterlanjuran pembayar, n; 
b. nomor dan nama KKPD: 

c. bukti-bukti pembayaran/pen ,ndahbukuan yang sah; 
dan 

d. nomor rekening BP/BPP cl tn/atau rekening yang 
ditunjuk umuk pcnyetoran kembali, kepada Bank 
penerbit KKPD. 

(5) Dalam hal informasi perminunn penyetoran kcmbali 
sebagaimana dirnaksud psda ay u (3) dan ayat (4) telah 
terpenuhi, Bank penerbit KKPD mclakukan penyetoran 

kembali ke rckening BP/BPP oan/arau rekening yang 
ditunjuk paling lambat 5 (hrna) hari kerja setclah 
pengajuan permmtaan pcny ,toran kembali oleh 
Administrator KKPD. 

(6} Dalam bal informasi permintaan ,enyetoran kembali tidak 
terpenuhi, Bank penerbu KKPD nemberitahukan kepada 
Administrator KKPD untuk r ernperbaiki permintaan 
penyetoran kembali sebagaimane dimaksud pada ayat (3) 
dan infcrmasl sebagaimana climal:sud pada ayat (4). 
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BABIX 
KETENTUAN LA£N·l.AIN 

Pasal 44 

{l) Bank pencrnpatan RKUD berkocrdinasi dengan Icmbaga 
yang bcrwcnang mengeluarkan izin penerbitan Kartu 
Kredit dalarn rangka percepaum kernandirian dalam 

menerbitkan KKPD. 
(2) Pemroscsan traneeksi dan pcnyelenggaraan KJ<PD 

dilakukan olch bank rlan/amu pihak terkait dengan 
memperhatikan pcngaturan ka, cu kredit sebagai alat 

BABV[II 

MONITORING DI\N EVALUASI 

Pasal 43 

(1) Pernermtah Dacrah melakukan monitoring dan eva1uasi 
atas pelaksanaan pern baya ran belaoja daerah 
menggunakan KKPD secara berjt.ljc-111g dan berkala, 

{2) Monitoring dan evaluasl sebagaimana dimaksud pada ayat 
( I) dilakukan unluk meuurstikan pelaksanaan 
pembayaran menggunakan IO<PD sesuai dengan 

ketcnruan peraturan perundang-undangan. 
(3) Bupati menyarnpaikan Laporan hasil monitoring dan 

evaluasi pclaksanaan pernbayaran bela.nja daerah 
mcnggunakan KKPD kcpada Gubcrnur. 

(4) Gubernur rnenyarnpaikan laporan hasil monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan pembayaran belanja daerah 
menggunakan KKPD kepada Mcntcri melalui Direktur 

JenderaJ Bina Keuangan Daerah. 

J. biaya penggunaan fasilitas air pon loun9e yang bekerja 

sarna dengan KKPD. 
(2) Dalam penggunaan KKPD. biaya yang dibebankan pada 

APBD hanya biaya meterai. 
(3) Pengaturan biaya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) diruangkan dalam perjanjian kerja sama 
penggunaan KKPD aruara PPK' > selaku BUD dengan 

Pejabat Bank Pcnerbit KKPD. 
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T!!lah 01korelw T~al Pd'if 

S<!<Te1ons D:H! rah I 
As·<1~n Adm. umum II If 
Ka Ba9lan t-uk..n Lt 

Ka. BPkP ;>£> "'I 
Kab,d Ptt~dah;}r.oan 

Sta)<or(l P..wnd II ~ 

J ANG PRII IONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR .?.5' 

SEKRETARIS DAERAJ-1 KABUPATEN KL.ATEN, 

Diundangkan di Klaren 
\,ar lit>~ pada tanggal I~ ~"' 

,..ti !u·· L ... ,-, A··N'""l-.iz~·---- 
• 

ttd 
SRI RAHAYU 

BUPATI KLATEN, 

Ditetapkan ell Klatcn 
pada rangga! 1,S ~mloer :t.oa..3 

Men11esahkan 
Salinan Sesuai denpn Aslinya 

a.n SEKRETARIS OAERAH 
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 
u.b 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
cap 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyn 
dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten, 

memerimahkan Agar sctiap orang mengetah uinya, 

pcmbayaran sesuai dengan kctcntuan pcraturan otoruas 

di bidang sistern pembayaran. 

BABX 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 45 

Pcraturan Bupau rru mulai bcrlaku pada tangga! 
diundangkan. 
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Sehubungan dengan Peraruran Bupat txomor (5) 
tanggal t61 ten tang Tata ( Penggunaan dan 
Penyclenggaraan Kar· u krcdit Perrier mtah nerah dalam rangka 
Petaksanaan Anggarau Pend.ipatau lun Belar Duorah, bersarna ini 

Ylh. Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah sclaki, IUD 
................... (3) 

Kata (4) 

: (1) 

: (2) 

: Permohonan Pe1 setujuan UP Kl , > 

Nomor 

Lampi ran 

Hal 

KOP Sl.JRA I 
PEr-lD.\ 

A. f.'ORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN U • 1,KPD DAN SURAT 
PBRNYATAAN UP 

FORMAT SURAT PERNYATAAN UP DARI PA I ORMAT SURAT 

PERSETUJUAN BBSARAN UP f<l,PD SI\PD. f<~ORMA I '-'URAT PERMOHONAN 

?ENERBITAN KKPD, SURAT RElcE:RENSI, DA£i'1'/\ 1-'ENGELUARAN RUL 
BELANJA MENC<.iUNAKAN KKPD, DPT! h. 'Ii, UAN SURAT 

PEMBERITAHUAN PENOLAh: .~ 

DAERAH KAI P1\TEN KLATEN 

ANGGARAN 
DAN BEL.ANJA 

UNTUK DAE RAH PEMERJNTAI 

PELAKSANA! ' 

PENDAPATAI. 

T.AMP[RAN 

PERATURAJ\ Lj PATIKLATEN 

NOMOR ~ 1 \ lt..N 2023 
TEl.'\TANG 

TATA CARI. 1-'ENGGUNAAN DAN 

PENYELENG , 1R•\AN KARTU 

KREDIT 

SAU NAN 
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I 

snn Bupau 

y.uru 60%/Perubahan 

.urusan Bupati 

) il.ltu 4t:1%/ Perubahan 

utusan Bupati 

cse UP Tunai dlkalikM 

~..., UP KKPO dikalikan 

NO URAIA:i 

(I) Diisi dengan nomor surut 
(2) Diisi dengan jumlah berkas lamplren aurar 

(31 Diiei dcngan ala.mm karucr PPKD 

(4) Diisi dengan nama Kota 
(5) Diisi dengan nomor peraruran Bupori 

(6) Diisi dengan ro.ngg.'ll penetapan peraturnn Buj. 

(7) DHsi dcngo.n nomor urut 

(8) Diisi dengan besaran UP scsuai dengnn Kepu 

Oiisi dengan peraentnse besanm CP Tur 
(9) 

persentase besaran UP T'un<'\i sesum denga.n K 

Diisi dengan pcr,;.cntasc be saran VP KKI 
(10) pereentase beaaran UP T\.m& eeeuar d,rngan h. 

( 111 
Oiisi dengan besernn UP Tunoi yaitu P4!TM 

dengan besaran VP SKPD 

( 121 
Diisl dengan besaro.n UP KKPD )':UIU perse 

dengnn besaran UP KKPD 

( 131 Oiisi dengan nama Kota 

PETUNJU-K PENGISL.\N 

SURAT PC:RMOHON PERsE"TU,IUAI\ 

............ ( 15) . 

............ (16). 

rran, 

31, (14) 

Pengguna An. 

Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan kan lampirkan Pemyaman 
Uang Persediaan PA scbagaimana larnpiran sun .... ru, 

Oemikian permohonan ini kami sampa .m, atas perhatian dan 

kerjasamanya kami ucapkan tcrima kasih. 

Proporsi UP Tunai dan 

UPKKPD 

•• Nilai UP 

9) ( 1 L) 

LOI (12) 

No. Besaran UP Jenis UP 

SKPD/Perubahan Besarnn 
UPSKPD 

(7) (81 Tonai 

KKPD 

kami mengajukan permohonan perserujuan UP mu Krcdit Pemecintah 

Daerah sebagaiman rim.:ian dibawah irri : 
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Jumlah (Rp) 
(5) 
(6) 

(71 

(8) 

(9) 

( l 0) 

( l l) 

No. Umian 
]. Pagu DPA SKPD 

2. Pagu Jenis Belanja yang dapat 

dibayarkan rnclalui UP dalarn l Tahun 
3. Pagu Jenis Belanja yang dapai 

ctibayarkan melalui UP Tunai dalam I 

Tahun - 4. Pagu .Jenis Belanja yani: dapat 

dibayarkan rnelalui UP KKPD dalarn l 
Tahun 

5. Bcsaran UP SKPD 

6. Besaran UP Tunai a tau Perubahan 

Besaran UP Tunai 160%)/Perubahan 

Proporsi UP Tunai 

7. KKPD a tau Peru bah an Besaran UP 

I. Besaran UP SKPD yang diajukan untuk 'l'n . .sm Anggarao ... (4) ... 
adalah sebagai berikut : 

dengan ini menyatakan bahwa: 

: Pengguna Anggaran (PAI (2) 

: (3) 

2. Jabatan 

3. SKPD 

: ••..••••.••••.•..•.••....•.....•............... 11 l. Nama 

Sebubungan deogao pengajuan Uang Persediaau (UP), yang 

bertandatangan di bawah in.i: 

SURAT PERNYATAAN UANG PER'' sDlAAN 

Nomor: XXX 

KOPSURAT 
l'EMl)A 

FORMAT SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDJA!\I\ 

(14) Diiei dengan tanggnl, bulan, dan tahun 
( LS) Diisi dengan nama lengkap PA 

(16) Diisi dengan NIP PA 
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( 16) . 

( 1 5) .••.••.................•.•.• 

( 14) . 

Penggunu ,\nggaran, 

. . . . . . ' . . . .•. . . . ( 12, 

(131 ..••••. 

nar-benamya . Dernikian pernyataan ini saya buat dengan st 

2. UP tcrscbut akan dipcrgunakan untuk keper.c.an membiayai kegiatan 
operasional sehari-hari SKPD dan/atau men, .ayai pengeluaran yang 
tidak dapat dilakukan melalui pernbaj aran L); 

3. Bersedia untuk rnenyetorkan ke kas .aeran melalui BP, 

besaran/jumlah potongan UP Tunai yang ·lah ditetapkan PPKD 
selaku BUD atau melakukan pemotongan atu penggantian UP Tu.nai 
yang diajukan sebesar jumtah potoogan yan elah ditetapkan PPKD 
selaku BUD scbagai akibat tidak mclakukan pcnggantian (revolving! 
UP Tunai minimal l [saru] kali dalam l (satu: bulan sejak SP2D-UP 

Tunai diterbitkan. 
4. Bersedia dilakukan pemotongan besaran UP ,'1'0 sebesar 25% (dua 

puluh lima pcrscn) dari total bcsaran/propo, , UP KKPD yang telah 

disetujui oleh PPKD selaku BUD sebagui akibat ditemukannya 
ketidaksesuaian pelaksanaan pembeyaran ,. n penggunaan KKPO 
dcngan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 
Pembayaran dengan KKPD Tingkat SKPD. 

5. Mematuhi besaran UP Tunai/perubahan t, aran UP Tonai serta 
besaran UP KKPD/perubahen besaran UP K1 1'0 yang telah diserujui 
oleh PPKD selaku BUD dan rnengguna.cannya sesuai dcngan 

ketcntuan peraturan yang telah ditetapkan. 

KKPD (40%)/Perubahan Proporsi UP 
KKPD 
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NO URAIAN • 
fl) Diisi dcngan narna Pcngguna Anggaran (Pt 

(2) Diisi dengan jabatari Pengguoa Anggaran 

13) Diisi dengan narna SKPD 

(4) Diisi dengan tahun anggaran bcrjalan 

(5) Diisi dcngan total Pagu DPA SKPO [dalam .c.ipiah] 

Diisi dengan pagu jenis betanja yang dap. dibayarkan mclalui UP 
(6) 

selama l(satu) tahun (dalarn Rupiah) 

Diisi dengan pagu jenis belanja yang dap., dibayarkan melalui UP 

Tunai selarna 1 (satu] tahun yairu sell· nr 60% (enam puluh 
(7) 

persen) dari pagu jcnis bclanja yang bis, .Iibayarkan melalui UP 

(dalam Rupiah) 

Oiisi dengan pagu jenis belanja yang dap.u dibayarkan rnelalui UP 
KKPD selama I (satu) mhun yaitu scb sar 40% (empat puluh 

(8) 
persen) dari pagu [enis belanja yang bis, libavarkan melalui UP 
[dalam Rupiah) 

Diisi dengan besaran UP !,KPD sesuai a zan kcputusan Bupati 
(9) 

ientang Besaran UP SKPD (dalrun Rupiah 

Diisi dengan: 
Besaran UP Tunai yaitu 60% dari be$9J11n l ? SKPO per butan atau 

60% dari perubahan besaran UP mclarnpc 1i besaran UP SKPO per 
bulan yang telah disetujui Bupaa (dalam 1 , piah); atau Pcrubahan 

(10) proporsi UP Tunai yaitu proporsi lebih kc,·,./lebih besar dari 60% 

dikalikan dcngan bcsaran UP SKPO per l. dan atau proporsi lebih 

kecil/lebih besar dari 60% dikalikan dcr, .n perubahan be$aran 

UP melampaui be saran UP SKI'D per ulan [dalam Rupiah). 

Penetapan perubouan propers. UP Tunai <., L ·nkan olch Bupati. 

Diisi dengan : 
Besaran UP KKPD yaitu 40% dari besaran .' S!l.'PD per bulan atau 

(11) 
40% dari perubahan besaran UP melamp, besaran UP SKPD per 

bulan yang telah disetujui Bupati (dalarn L piahl; atau Perubahan 

PETUNJUK PENGISIAI', 

SURAT PER!IYATAAI', UANG PER~~ PlAAN 
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I. Dasar: 
a. Peraturan Bupati Nomor . . . (6) ... tentang lentang Tata Cara 

Penggunaan dan Pcnye!enggaraan Kartu Kredit Pemerintah 
Daerab dalarn rangka Pelaksanaan Aoggaran Pcndapatan dan 
Belanja Daerah. 

Yth. Pengguna Anggaran 

SKPD (3) (4) . 
di .... (5) •.... 

Hal 

(Tangga!, Bulan, Tabun) : .... (!) •.... Nomor 
Sifat 
Lampiran : .... (2) ..... 

KOPSUR!\T 
PEMDA 

B. FORMAT SURAT PE:RSETUJUAN BE:SI\RAN UANG PERSE:DIAAN KKPD 

SK.PD 

proporsi UP KKPD yauu proporsi lebih kccur kbih besar dari 40% 

dikalikan dengan besara n UP S KPD per Lu.an a tau proporsi !ebih 

kecil/!ebib besar dari 40"A, dikalikan dengun perubahan besaran 

UP melampaui besaran UP SKPD per Dulan (dalam Rupiah). 

Penetepan perubahan proporsi UP KKPD yang ditetapkan oleb 
Bupati. 

[ 121 Diisi dengan lokasr 

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pcnandata.nganan Surat 
[13) 

Pernyataan UP 

(14) Diisi dengan tanda tangan PA dan dibubuhi cap SKPD 

(JS) Diisi dengan narna lengkap PA I 
(16) Diisi dengan NIP PA ! 



3. UP tersebut dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan 
operasional sehari-hari SKPD (20)..... kodc (21)... .. atas 
be ban DPA TA .... (22) ..... No (23) .... ianggal (24) ..... dan 

tidak dapat digunakan untuk rnembr '-""' pengeluaran yang 
menurut ketentuan hat-us dilakukan dengan Pembayaran 

Langsung (LS) . 
4. Pembayaran dengan UP hanya dapat dil.rkukan kepada I [satu] 

pencrima/penyedia barang/jasa paling bsuyak sebesar RpS0.000. 
000 [lima puluh juta rupiah) kecuali p.·mbayaran untuk uang 

makan, uang lembur, honorarium, clan perjalanan dinas. 
5. UP KKPD rnerupakan uang muka kerje yang diberikan dalam 

bentuk batasan bclanja (limit) kredit .ccpada BP /BPP yang 
penggunaannya dilakukan dengan KKPD 

6. Total batasan belanja (limit) l<KPD unu . masing-masing SKPD 
adalah paling banyak sebcsar UP KJ<PD y,ug telah dlscrcjul. 

No. Uraian Jumlah (Rp) 

l. Pagu DP/\ S.KPD (15) 

2. Pagu .Jenis Bclanja yang do pat (16) 

dibayarkan melalui UP dalam l Tahun 

3. Pagu Jen is bclanja yang dapat ( 17) 

dibayarkan melalui UP KKPD dala m I 

tahun 
4. Besaran UP SKPD (18) 

5. Be saran UP KKPD a tau Perubal.un (19) 

Be saran UP KKPD {40"A>) / Peruba 1,,, n 

Proporsi UP KKPD 

2. Sehubungan dengan butir l tcrsebur di t1"1s, dengan ini diberikan 
persetujuan besaran UP SKPD adalah sebagai berikut: 

b, Surat Perintah Membayar Uang Perscdiaan (SPM UP) Tunai 
Nomor ... (7) ... tanggal .... (8) .... ; 

c. SUrat Permohonan Perubahan Besaran UI> dari PA SKPD .... 
(9) .... Nomor .... (10) .... tanggal .... ( 11) .....• dan/atau 

d. Surat Pcrnyataan UP dari PA SKPD .... ( 12) .... Nomor .... (13) .... 

eanggal .... (14) ..... 



NO URAIAN 

(I) Diisi dengan nomor surat 

(2) Diisi dengan banyaknya larnpiran surat . 

(3) Diisi dengan nama SKPD 

(4) Diisi dengan kode SKPD. 

(5) Diisi dengan tcmpat / domisili / alamat s:,Po 
(6) Diisi dengan nomor Peraruran Bupati. 

Diisi dengan nomor SPM UP Tunai SKPD yang disampaikan 
(7) 

kepada Kuasa BUD . 

Diisi dcngan tanggat SPM UP Tur,ai :!'KPD yang disampaikan 
(8) 

kepada Kuasa BUD. 
(9) Diisi dengan nama SKPD 

(10) 
Diisi dengan nomor surat pcrmohonar perubahan besaran UP 

dari PA SKPD 

PE:TUNJUK PENGISl:,N 

SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD 

2 (32) . 

Tcmbusan: 
!. Bupati (31] . 

..................... (28) . 

. .. •.. . . .•. . . . . .. . . (29) •.........•..••.••..• 

............. .. (30) 04 . 

Kepala PJ'KD sclaku BUD, 

Demikian untuk meajacli perhauan. 

pcrtanggungjawaban dan pelaporan dcngan KKPD dalam rangka 
Penggunaan Uang Pcrsediaan agar berpcdornan pada Pcraturan 
Bupati Nomor . . . (25) ..... tea tang Tata ..:ura Penggunaan KKPD 

dalam Rangka Pelaksanaan APBD. 

cara pcmbavaran, penggunaan, pencairan, 8. Tata 

7. Mematuhi besaran UP KKPD/pcrubahan bcsaran UP KKPD yang 

telah ditetapkan dan menggunakannya :-.esua.i dengan ketenruan 
peraruran yang telah ditetapkan 
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Diisi dengan tanggal surat pcrmohonan perubahan besaran UP 
(11) 

dari PA SKPD 

(12) Diisi dcngan nnma SKPD. 

(13) Diisi dengan nomor Surat Pernyataan dar, PA SKPD. 

(14) Diisi deugan tanggal Surat Pernyataan dart PA SKPD. 

( 15) Diisi dengan nomor urut, 

(16) Diisi dengan total pagu DPA SKPD (dalam Rapiah) . 

( 17) 
Diisi dengan pagu jcnis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP 

selama 1 (satu) tahun (dalam Rupiah) . 
Diisi dengan pagu jenis bclanja yang dapat dibayarkan melalui UP 

KKPD selama I tsaru) tahun yaitu seb .sar d()'l'o (empat puluh 
(18) persen) dan pagu jcrus belanja yang bis, dibayarkan mclalui UP 

[dalarn Rupiah). 
Diisi deagan besaran UP SKPO per bulan sesuai dengan ketenruan 

(19) dalam Keputusan Bupali ten tang Bes.rrnn UP SKPD (dalam 

Rupiah). 

(201 
Diisi dengan perubahan besaran UP melo ,pau1 besaran UP SKPD 
per bulan yang retah disetujui Bupali [dalam Rupiah] • 

Diisi dengan: 

a. Besaran UP KKPD yairu 400/o dar, besaran UP SKPD per 

bulan atau 40o/o dan perubahan »-saren UP melampaui 

besaran UP SKPD per bulan yam- crlah diserujui Bupati 

(dalam Rupiah) ; atau 

(21) b. Perubahan besaran UP KKPD yan.u proporsi leb1h kecil/ 

lebib besar dari 40% dikalikan dengun besaran UP SKPO per 

bulan a tau proporsi lcbih kecil lcbih besar dari 40% 
dikali.kan dcngan perubahan besara, UP melampaui besaran 
UP SKPD per bulan (dalam Rupiah) Penetapan perubahan 

Proporsi besaran UP Tuna, ditakukat <>leh Bupau. 

(22) Diisi dengan nama SKPD. - 
(23) Diisi dengan kodc SKPO. 

(24) Diisi dengan tahun anggaran DPA SKPD 

(25) Diisi dengan Nomor DPA SKPD. 

(26) Diiai dengan ranggal pengesahan DPA SKPD 

(27) Diisi dcngan nomor Pcraturan Bupati 

(281 Diisi dengan tanda tangan Kepala PPKD • -taku BUD dan dibubuhi 
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Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini karni lrunpirkan: 

a. surat referensi; 

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati rentang 
Tata Cara Pcnggunaan don Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerin.tah 
Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dengan ini kami SKPO ..... (6) ..... ( ..... (7) ..... ), ..... (8) ... 

mengajukan permohonan kepada (9) untuk dapat 
menerbitkan KKPD dalam rangka penggunaan Vang Persediaan 
dengan total batasan belanja (limit) KKPD yang diajukan sebesar 
Rp ( 10) ( ( l ll ). 

Adapun psgu DPA TA .... ( 12) ..... SKPD ..... ( 13) ..... ( ...•• 
( 14) ) , (15) sebesar Rp. •. • . (16) ( . 

(171 ) dan Besaran Uang Persedlaan sebesar Rp .. 
(18) ( (19) ). 

Yth (3) ........• 

di ...• (4) . 

(Tanggal, Bulan, Tahun) : ... (!) .... Nomor 
Sifat 
Lampiran : ... (2) .... 

Hal 

KOPSURAT 
P£MDA 

C. J'()RMAT SURAT PE:RMOHONAN PENERBITAN 1,KPD 

cap 

[291 Diisi dengan namn lengkap Kcpala PPKD seluku BUD 
(301 Diisi dengan NI p Kepala PPKD solaku BUD 

(311 Diisi d.engan jabatan Bupali 
Diisi dengan Pejabat Bank Penerbit KKl'D yang menjadl mitra 

(32) 
kerjanya. 
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I Diisi dengan nama Bank Penerbit KKPD yang menjadi mitra kcrja 
9) 

SKPD. 

8) Diisi dcngan nama Provinsi/Kabupaten/Kota 

7) Diisi dengan kode SKPD. 

(5) Diisi dengan nomor Peraturan Mcntcri Kcuangan terkait, 
--------; 

{6) Diisi dengan nama SKPD. 

4) Diisi dcngan tern pat/ domisili/ alamat SKPD. 

3) 

Diisi dengan banyaknya lampiran surst. 2) 

Diisi dengan nomor surat SKPD 1) 

UR'IIAN 

Diisi dcngan jabatan pejabat Bank Penerbil KKPD yang menjadi 

mitra kerja SKPD 

NO 

PETUNJUK PENGISJAN 

SURAT PE:RMOHONAN PE:NERBll'A.'1 KKPD 

Bupati ... (22) ..... ; 
Tembusan: 

.............. (20) . 

............. (21) ...........• 

Matcmi 
Rp. 6000.00 

Honr 11 kami, 
PPKD Selaku BUD 

Dcmikian kami sarnpaikan, atas perhatian dan kerjasamanya 
diucapkan tcrima kasih. 

b. formulir aplikasi KKPD: 
c. Iotokop! Kartu Tanda Pcnduduk yang masin berlaku; 

d. fotokopi NPWP; 
e. fotokopi surat persetujuan besaran UP dari KKPO selaku BUD; dan 
r. fotokopi surat keputusan penunjukkan PA · KPA. 
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tcnrong ....•..... , ,(6) , . . Nomor: (7) . 
u,nggal (8)............ . d<nl(on ini knrni mengajukon 

Mcrt!.iuk Pcrjanjian l<,·rja Soma nntara (~) .. 

Hol: Pcngiljuon Kl<PD 

YLh.: (3) . 

........ ( I) , . , (2) . 

sur{A'r REl'E:RENSI 

.............. (5) .. dengan 

KOP SURAl 
PFMnA 

D. l'ORMAT SURAT REFERENSI 

(10) 
Diis! dengan total batasan belanja (limit) KKPD yang diajukan oleh 
SKPD kepada Bank Penerbit KKPD ( dalam angka] , 

( I I) 
Diisi dengan total barasan belanja (limit) KKPD yang diajukan oleh 

SKPD kepsda Bank Penerbit KKPD ( datum huruJ) . 

( 12) Diisi dengan tahun anggaran berjalan 

( 13) Diisi dengan narna SKPD. 

(14) Diisi dengan kode SKPD 

( 15) Dlisi dengan narna Provinsf/Kabupatenj'Kota. 

(16) Diisi dengan besaran pagu DPA (dalarn angka] . 

P7) Diisi dengan besaran pagu DPA (dalam huruf) . 

(18) 
Diisi dengan besaran UP SKPD berdasarkan surar persetujuan 
besaran UP dari PPKD selaku BUD [dalam angka), 

(19) 
Diisi dengan besarau UP berdasarkan surat persetujuan bcsaran 
UP dari PPKD selaku BUD (dalam huruf). - (20) Diisi dengan narna Pengguna Anggnran 

(21) Oiisi dengan NIP Pengguna Anggaran, 

(22) Diisi dcngan Bupati. 
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............... (22~ . 

............... (21) .. 

Horrnnt knmi, 
PA SKPD (20) . 

Mn1eml 
Rp. 6000.00 

Dcmlkian kami snmpnlknn, oms perhnunn dnn kcrjosumunya 
dlucapkan terimA kasih. 

Administrator KKPLJ tcreebut diberikan hr,k/kuasa oleb Pengguna 

Anggaran (PA)/ Kuasa f'engguna Auggaran {KPA) untuk 
rnenyampaikan kenatkan bataaan betanju (limitJ KKPD sccara 

sementara/ perrnanen. 

: (16) . 
: (17) .. 

: (18) .. 

: (19) .. 

Nama 

Jabatan 

Tclepon/Fax 

Email 

Adapun pejaba•/pegawoi iersebur diatas kami rekomendasikan untuk 
mcndapatkan KKPD yang pembayarannya dironggung sepenuhnya 

olch SKPD scpanjang sesuai dengan kerenrunn pemboynron belanja 

barang ates beban Af'>BD. 

Selanjutnya untuk scgala ha! yang tcrkait dcngan pcnggunaan KKPD 

untuk SKPD ( LS) , maka Administrator KKPD yang 

kami tunjuk adalah: 

NO NAMA TGL LA~IIR JABAT1\N ,!ENIS BATASAN 

KARTU BELA NJ A 

(L!M!TJ 

(9) ( I 0) ( J I) (I 2) ( l3) ( 14) 

permohonan untuk penerbitan KKPD untuk nama-nama sebagai 
berikut : 
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NO URAIAN 

( u Oiisi dengan lokasi. 

(2) Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandaranganan Referensi. 

(3) 
Diisi dengan jabatan pejabat Bank Penerbu KKPD yang menjadi 

mitra kerja Pernerintah Daerah, 

(4) Diisi dengan nama Bank Pencrbit KKPD 

(5) Diisi dengan narna Pl>KD selaku BUD 

(6) Diisi dcngan uraian Perjanjian Kcrja Sama 

(7) Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama 

(8) Di.isi dengan Langgal ditandaumganinya Pcrjanjian Kerja Sama 

(9) Diisi dengan nomor urut, 
(10) OUsi dengan nama Pernegang KKPD. 

(11) Oiisi dengan tanggal lahir Pemegang KKPD. 

( 12) Diisi dengan jabatan Pemegang KK.PD. 

(13) Oiisi dengan jenls KKPD. 

(14) Diisi dengan nilai limit KKPD. 

( 15) Dilsi dengan nama OPD. 
Oiisi dengan narna Administrator KKPD, dcngan kerentuan: 

a. Penunjukan Administrator KKPO bisa lebrh dad 1 (satu] 
orang scsuai dcngnn kebutuhan OPD dan Surat Keputusan 

( 16) penetapan dad KP1\ OPD. 

b. Jumlah Admlnistrator Karru Kredit Pcrnerintah Daerah 
disesuaikan dengan kctentuan yong rliatur dalarn Pasal 32 

eyat (2) Peraturan Oupati ini 

(l 7) Diisl dengan jabatan Administrator Kl<PD. 

{18} Diis] dengan nomor telepon/ fax Administrator KKPD 

(19) Diisi dengan atamat email Administrator KKPD. 

(20) Diiel dengan narna OPD. 

(21) Dlisi dcngan narna Pengguna Anggaran. 

(22) Diisi dengan NlP Pengguna Anggaran 

PETUNJ UK PENGISIAN 

SURAT R£FERENSI 
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•• Rb1d1t.1, " Jrnl11 P..111,!lf'b,1,i.m ~IIQPlfllfl ... ... -1 
P..np:lu(lr "'"""' Kolk tiU1> .... .... - '""' '"'' """ ... 'r .... 

"' "'"""'"'"' t(l'gl .. to.n AJclll'.I ........... 01:ildt ·~·· '". < K .. 
J111•1l} ).t.od~ • ........ 

"' .. 01:ijdr 

- t7I 181 191 110) Cl 11 1121 JJJ 11•1 c1~1 rob. 117)- j1tQ'" 1191 

Total l20I 

Berdasarkan pembayaron dengan KKPD dalam mngko penggunaon Uong 

Persedtean, dengan lnl kami menynrnkan tlengnn sesungguhnya bahwa; 
I. Rincian pengeluaran rill kcgiatnn operaslonal d ,n bclanjo modal dengan 

KKPD sebagai berikut: 

(6) 

. . . . . . . . . . . . 

..... ".... . . . . . .. . . . . . . .. 
(4) 
SKPD 

(5) 

Nomor KKPD 

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 

. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

( I) 

NIP 
(2) 

Pangkat/Ool. Ruang 

(3) 
JabaLan 

. . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . Nam.n 

Yang bcrtandatangan di bawah ini: 

DAF'TAR PENOELUARAN RIIL KEOIATAN OPERASIONAL DAN 

BBLANJA MODAL DE.NGAN Kh.1'D 

KOPSURAT 
PEMOA 

E. FORM"'T DAFTAR PE:NGE:LUARAN RJIL. KEOIAT.'\N OPERASIONAL DAN 

BELANJA MODAL DENGAN KKPD 
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NO URA.IAN 

(I) Diisi dengan nama Pemegang KKPD 

(2) Diisi dengan NIP Pemegang KKPD. 

(3) Diisi dengan Pangkat/ Gol. Ruang Pemegang KKPD. 

{4) Diis! dengan jabatan Pemegang KKPD. 

(5) Diisi dengan nama SKPD Pemegang KKPD 

(6) Diisi dengan nornor KKPD. 

(7) Diisi dengan nomor urut. 
Diisi dengan rincian pcngeluaranj transaksi keperluan belanja 

(8) barang dan jasa serta belanja modal yang dibayarkan dengan 

KKPD. 
Diisi dengan jenis belanja barang dan JU!l serta belanja modal 

(9) dengan nilai belanja paling banyak RpS0.000.000 (lima puluh jua, 

rupiah). 

(101 Diisi dengon kode sub kegiatan. 

(11} Diisi dcngan kode akun. 

PETUNJUK PENGISIAN 

DAfTAR PENGELUARAN Rl!L KEGIATAN OPERASIONAL DAN 
BELANJA MODAL DENGAN KKPD 

Pemcgang KKPD 
......................... (23) 

......................... (24) 

......................... (25] 

. ... , 
• (21) , (22) . 

2. Jumlah uang tersebut pada angka l di atas benar-benar dikeluarkan 
unruk pembayaran kegiacan operasional SKPD melalui KKPD dan 
apabila di kemudian hari terdapat kelcbihan ates pembayaran, kami 
bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut kc Rekening Kas Umum 

Daerah. 
Demikian pernyataan im kami buat dengan sebenarnya, unruk 

dipcrgunakan sebagaimana rnestinya. 
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: (6j 

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . (2) 

: . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . ( 3) 

: (4) 

: (5) SKPD 

Nomor KKPD 

: . . . • . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1) Nruna 

NIP 
Pangkal/ Gol. Ruang 

Jabatan 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

DAFT AR PENOELUARAN RTIL KEGIAT AN PERJAL<\NAc' OINAS JAllAT A>'­ 
DENGAN KARTU KREDff PINERl'ITAl:l 

KOPSURAT 
PE:1-IDA 

FORMAT DAFT AR PENGELUARA:-1 RILL K£GIA TAN rER./ALANAN D!NAS 
JABATAN DENGI\N KARTU KRHJI r PEMERINTAH DAER.AH 

(l2) Dilsi dengan kode kclompok. 

(13) Diisi dengan kode jcnis. 

(14) Diisi dengan kodc objek, 

(15) Di.isi dengan kode rincian objck. 

(16) Diisi dcngan kode sub rincian objek, 

(17) Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pcngeluaran. 

(18) 
Oiisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti 

pengeluaran. 

( J 9) Oiisi dengan jumlah pembaya.ran dengao KKPO 

(201 Diisi dengan total pembayaran dengan KKPO. 

(2 l) Diisi dengao lokasi 

(22) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun. 

(23) Diisi dengan tanda tangan Pemegang KKPD. 

(24) Diisi dengan narna Pemegang KKPD. 

(25) Diisi dengan l'flP Pemcgang KKPD. 
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KOJ'SURAT 
PEMDA 

F. FORMAT DAF'TAR PE:MBAYARAN TAGIHAN KKPD 

. (24) . ..................... (27) . 

..................... (2SJ .•........•...•..• 

........ (20) (21) 

Pclaksana SPD, 
. (22) . 

. (23) .. ..................... (26} .. 

Mengerahui: 
Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah 

Demikian pernyataan ini karnl buat dengan sebenarnya, untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya, 

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan 
unruk pembayaran perjaJanan dinas dan apabila di kemudian hari 

terdapat kclcbihan at.as pernbayaran, kami bersedia untuk menyetorkan 

kelebihan terscbut ke RKUD. 

No Rincian Pernbebanan Anggaran I Bukti Jumlah 

Pengeluaran 

(10) (II) [12) ( 13) ( 14) ( 15) (16) (17) PS) 

Total (19) 

I. Rincian pengeluaran riil kegiatan perjalanan dinas jabataa dengan Kartu 

Krcdit. Pemerintah sebagai bcr-ikut: 

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor .............• (8) . 

tanggaJ (9) , dengan ini kami menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa: 
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(4) Diis, dengan nomor KKPD. 

(3) Diisi dengan nama lengkap Pemegang KKPD. 

(2) Diisi dengon nomor urut. 

(I) Diisi dengan nama Bank Pt:nerbit KKPD. 

NO URAl>\N 

Diisi dengan jenis belanja barang opcrasional atau belanja barang 

non operasional atau belanja barang pcrsediaan atau belanja SC\\"8. 

(5) atau belanja pemeliharaan atau belanja modal dengan nilai belanja 

paling banyak Rp50.000.000 Ilima puluh juta rupiah) atau belanja 

barang perjalanan dinas jabatan. 

PE:TUNJUK PENGIS!AN 

DAF'l'AR PEMBAYARAN TAGLHAN PEMEOANO KKPD 

........ (16) , 

(17) . 

Pengguna Anggaran, 

...................... (18) 

....................... (19) 

....................... (201 

No Nam Nomo Jcm.s Rincian Pembebenen Anggaran Jumlah l 

• r iklAtlj Pengc- Kade Kode Kodc !(ode Kodc Kode 1K- Pemba)'N' 

KKPD a tuaran Sub Alcu Kelornpo Jeni Objek Rlncia S\11> an (dalam 

Baran Kegi;1t.a k 
. . Rupiah} 0 • D 

i n Objek D 

Objdc 

121 13) (41 fS) (6) [7] 18) f9) ( 10) fl I) (12) I 1131 ( 14) 

I 
Biaya. I Matera 
i ., 

Total (15) 

DAFTAR PE:MBAYARAN TAGIHAN KKPD 

BANK ( l) . 
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. .. . (5) . 

Di (6t . 

.... (4) . 

Sifat : Scgera 
Lampiran : .... t2) •••• 
Hal : Pembcritahuan Pcnolakan 

Bukti- Bukti Pengeluaran KKPD 
Y<h., (3) . 

(Tanggal, Bulan, Tahun) : S- ... p) ..... Nomor 

KOPSURAl 
SA TU '\l-1 KERJA 

G. l'ORMAT SURAT PE:MBE:RITAHUAN PE:NOLAKAN 

Diisi dengan rincian pengeluaran/ transaksi yang dibayarkan 

dengan KKPD. ')Untuk Biaya Matcr..U, apabila masuk dalam 
(6) 

Tagihan (e-billing) / Daftar Tagihan Sementara, agar dimasukkan 
dalam rincian pengeluaran unruk dibayarkan kepada Bank KKPD. 

(7) Diisi dengan kode sub kegiatan, 

(8) Diisi dengan kode akun. 
(9) Diisi dengan kode kelornpok. 

(JO) Diisi dengan kode jenis 

(11) Diisi dengan kode objek 

(12) Diisi dengan kode rincian objck 
(I 3) Diisi dengan kode sub rincian objek 

(14) 
Oiisi dengan jurnlah yang harus dibayarkan atas beban APBD 
unruk masing-masing Pernegs ng KKPD. 

(15) Diisi deogan total yang harus drbayarkan atas beban APBD. 

( 16) Diisi dengan lokasi. 

(17) 
Diisi dengan tanggal, bulao. dan tahun penandatanganan Oafiar 
Pembayaran Tagihan Pemegang KKPD. 

(18) Diisi dengan tanda tangan PPK dan dibubuhi cap dinas 

(19) Diisi dengan oama lengkap PPK. 

(20) Diisi dengan NIP PPK. 
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Dernikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya 

diucapkan terima kasih. 

3. Selanjutnya, terhadap rincian pengeluaran sebagaimana dimaksud 
po.da engka 2, sesuai dengan ketentuan, rnenjadi tanggung jawab 

pribadi Pemegang KKPD dan harus dibayarkan kepada Bank 
Penerbit Kartu Pemerintah sebelurn tangg,,1 jatuh tempo 
pembayaran. 

No Rincia Pembebenen Anggi,nu, I Bukti Jumla Ket - n Kock Kod< l Kock Uro.111. Ad• Tid:tk h ""no- 
f>tn&<- Kcguuan Ou1pu1 J.:om~ n laJcan 

luemn penen Akun 

clan 

Akun I 
( 14) (151 ( 16! ( 171 tl81 1191 1201 fl It (22) (231 (241 

. 
I I 

ToUll t2SI 

pengujian oleh PPK. dengan ini disampaikan rincian pengeluaran 
riil kegiatan operasional dan belanja modal dan/ atau kcgiatan 
perjalanan dinas jabatan dengan KKPO yang tidak dapat 

disetujui/disahkan untuk dilakukan pernbayaran atas beban APBN, 
meliputi: 

d. Tagihan (e-billing)/ Daftar Tagihan Scrnentara a.n 
() 2) dengan nomor KKPD ( 13) . 

2. Sehubungan dengan butir I tersebut di atas dan berdasarkan basil 

L Dasar : 
a. Peraturan Menteri Keuangan RI l\omor .... (7) • . •. I 

PMK.05/2018 tentang Tota Cara Pembayaran dan Penggunaan 

KKPD; 

b. Daftar Pengeluarao Riil Kegiatan Operasional Dan ~lanja 
Modal Dengan KKPD a.n . (8) dengan nomor 
KKPD .•..... (9) ; 

c. Dattar Pengeluaron Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan 

Dengan KKPD a.n (IOI dengan nomor KKPD . 

( 11) ......... ; dan/ atau 
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NO URAJAN 

P) Diisi dengan nomor surat OPD 

(2) Diisi dengan banyaknya lampiran surat, 

(3) Diisi dengan nama Pemegang KKPU. 

(4) Diisi dengan [abatan Pernegang KKPD (apabila ada) 

(5) Diisi dcngan alamat Kantor Pcmegang KKPD. 

(6) Diisi dengan alamar tcmpot/domisili/alamat OPD. 

(7) Diisi dengan nomor Pcraturfln Mcnteri Keuangnn mt. 
- 

(8) Diisi dengon narna Pemegang KRrlu Kredit Pemerintn 

(9) Oiisi dcngan nomor KKPD. 

( l 0) Diisi dengan nama Pcmegang KKPD. 

(ll) Diisi dengan nomor KKPO. 

( 12) Oiisi dengan nama Pernegang KKPD 

( 13) Diisi dengan nomor KKPD. 

(14) Diisi dcngan nomor urut, 
Diisi dengan rincian pcngeluurunytransaksr keperluan bclanja 

( 15) operaslonal don l:>elnnjn meda) dnn/atau belarua perjalanan dinas 

jabatan yang dibavnrkan dcngon KKPD. 

(16) Diisl dengan kode kegiatan. 

( 171 Diisi dengan kodc output 

( 18) Diisi dengan kode komponen dan akun. 

( 19) Dilsi dengan uraion nkun, 

PETUNJUK PENGISIAN 

SURAT PEMBERITAHUAN PENOI..Al<AN BUl-.'TI-BUh'TI PENOELUARAN 

KKPD 

OPD (29) .. 

Tembusan: 
1. Kuasa Pcngguna Anggaran OPD ... (28) ••••• ; 

2. Bendahara Pengeluaran/ Benda.hara Pengcluaran Pembanru 
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ttd 
$81 RAHAYV 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
cap 

I 

• 
I .. '1t l MULYANI 

Telah~tsl Tancgal Para! 

SetrotatiS ~rah I ~ 
A, Men11esahkan 

I r 
~ 
Kt Salinan Sesuai dengan Aslinya /.) / - a.n SfKRETARIS DAERAH IU / 
- ASISTfN PEMERINTAHAN DAN r Kl - KESEJAHTERAAN RAKYAT 
s. u.b 4 .... 

BUPATI KLATEN. 

NO I URA!AN 

(20) Oiisi dengan tanda ccruang apabila terdapat bukri pengelunran 

(21) 
Diisi dengan tanda eentnng upubila udak terdapat bukti 
pengeluaran. 

(22) Oiisi dengan jumlah pembavaran dengan KKPD. 

(23) Olisi dengnn keterangan "Tidak o,sctujui/Tidak Disahkan" 

(24) 
Diisi dengnn penjelsan ulasan rincian pengcluaran/bukti-l>ukti 
pengeluaran ditolak/udak d1,;,;LUJUI olch PPK. 

(25) Diisi dengan total pernbayaran deugan KKPD. 

(26) Diisi dengan namn OPD 
(27) Diisi dengan NIP PPK 
(28) Diisi dengan narna OPD 
(29) Oiisi dengan narna OPD. 
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